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Akar penyebab kerusakan: Banyak pelanggaran di atas terkait dengan maraknya sengketa
tanah, konflik, dan keluhan masyarakat terkait dengan produksi minyak sawit di negara
produsen. Sengketa tanah dan air berakar pada kegagalan negara dan pelaku korporasi
untuk memastikan proses FPIC yang dilandasi itikad baik sebelum pembebasan tanah
dan/atau kesepakatan plasma. Tanah adat yang luas di Indonesia telah dikonversi menjadi
izin lahan komersial Hak Guna Usaha (HGU) tanpa FPIC yang murni dan tanpa kontrak
hukum yang benar dengan masyarakat adat yang terdampak. Korupsi dan tata kelola
yang lemah adalah pendorong mendasar lainnya dari pelanggaran hak dan konflik, karena
rantai pasok minyak sawit terkait dengan alokasi tanah negara yang tidak adil dan korup
untuk perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Selanjutnya, penyebab
pelanggaran HAM berat dalam bentuk penyerangan dan penindasan terhadap tokoh dan
warga masyarakat terkait dengan sengketa tanah yang mendasarinya (yang seringkali
berlarut-larut). Perusahaan kelapa sawit Indonesia dengan cepat melaporkan masyarakat
ke polisi karena memanen buah sawit di lahan yang disengketakan, yang berujung pada
penangkapan yang tidak sah, penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap
pemilik tanah adat dan petani setempat yang mempertahankan tanah, mata pencaharian,
dan HAM mereka.

lll. B. Pelaku rantai pasok, uji tuntas yang cacat dan kekurangan-
kekurangan dalam akuntabilitas

Masalah rantai pasok yang sistemik: Bukti-bukti dari studi kasus menegaskan bahwa pelanggaran hak
dan dampak lingkungan yang merusak di atas tertanam dalam rantai pasok yang terhubung dengan
pedagang minyak sawit hilir, perusahaan pengolah dan produsen makanan dan minuman besar. Pelaku
hilir yang terlibat dalam rantai pasok ini antara lain Cargill, Nestlé, PepsiCo, Unilever, Wilmar International,
AAK dan Archer Daniels Midland (LIHAT Gambar Y1). Mengenai pelaku lainnya, serangkaian kajian yang
dilakukan menunjukkan bahwa, meskipun banyak komitmen dan janji mengenai sumber pasokan yang
berkelanjutan, bisnis hilir transnasional lainnya seperti Bunge,?'? Colgate Palmolive,?'® Mars,?'* Procter and
Gamble?'® serta Mondelez?'® juga berhubungan dengan dan diuntungkan dari minyak sawit yang tidak
berkelanjutan dari Indonesia. Semua bukti ini menunjukkan ada masalah rantai pasok minyak sawit yang
sistemik dan menyeluruh di sektor ini yang terus berlangsung di Indonesia dan secara global.

Keterlibatan bisnis keuangan internasional: Analisis studi kasus juga menunjukkan bahwa bank-bank,
investor dan pemodal dari Eropa, Inggris, AS, Kanada, Jepang, Australia mendanai grup perusahaan
besar Indonesia dan anak-anak perusahaan mereka seperti Astro Agri Lestari (AALI) yang terlibat dalam
produksi, pengolahan dan perdagangan minyak sawit, yang perkebunannya terkait dengan pelanggaran
HAM, sengketa tanah, deforestasi dan kerusakan lingkungan yang serius. Bukti-bukti ini menunjukkan
bahwa komitmen, metode dan praktik uji tuntas HAM dan lingkungan di industri pembiayaan global telah
gagal (tidak bekerja dengan baik) dan memerlukan pembenahan besar-besaran.

Uji tuntas HAM yang cacat, verifikasi yang lemah dan tidak adanya transparansi (tidak ada
pengungkapan): Bukti-bukti dan analisis dalam studi ini menunjukkan bahwa meskipun semakin

banyak perusahaan hilir dan beberapa grup perusahaan agribisnis hulu memiliki komitmen publik dan
pernyataan kebijakan tentang HAM sejalan dengan Prinsip Pemandu PBB 15(a), dan meskipun beberapa
di antaranya kini mempublikasikan inisiatif dan data pengambilan pasokan keberlanjutan (misalnya
tentang keterlacakan dan volume bersertifikat), prinsip-prinsip UNGP dan persyaratan pelaporan lainnya
tidak sepenuhnya dipenuhi.?'” Bahkan, apabila produsen dan pedagang minyak sawit, serta perusahaan
makanan dan minuman memiliki kebijakan HAM, pernyataan pengambilan pasokan berkelanjutan dan
komitmen NDPE, banyak yang masih tidak memiliki prosedur operasional untuk memastikan penerapan
di tingkat praktisnya, misalnya dalam kaitannya dengan hak adat atas tanah dan FPIC (Lampiran I). Seperti
penelitian-penelitian lain, kajian ini menemukan bahwa perusahaan seperti Cargill gagal mengungkapkan
kebijakan operasional dan prosedur operasi onal mereka untuk penilaian dampak HAM, tata kelola tenurial,
dan FPIC.?"® Selain itu, pemenuhan tanggung jawab bisnis untuk menerapkan sistem uji tuntas yang
efektif dan untuk mengungkapkan kepada publik dan bertanggung jawab atas tindakan untuk mengatasi
dampak dan risiko merugikan tidak menyeluruh (parsial) dan lemah (lihat Bagian Il dan Lampiran I).
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Kekurangan-kekurangan dalam uji tuntas, pengungkapan, dan akuntabilitas publik perusahaan
yang ditemukan dalam analisis ini meliputi kegagalan perusahaan untuk mengungkapkan informasi
yang memadai tentang sistem uji tuntas mereka dan tindakan yang diambil untuk mengidentifikasi
dan mengatasi dampak negatif terhadap HAM. Informasi tersebut seringkali terbatas, digeneralisir,
dibatasi hanya pada sejumlah masalah yang ‘menonjol’, atau tidak ada sama sekali dalam laporan
publik perusahaan penyulingan hilir, pedagang, perusahaan pembeli dan produsen, termasuk
anggota RSPO dan perusahaan anggota Consumer Goods Forum yang memiliki Komitmen NPDE,
seperti Nestlé, Cargill, PepsiCo; Unilever, Wilmar, di antaranya. Meskipun para pelaku rantai pasok
hilir mengungkapkan dengan benar pemasok minyak sawit mereka di Indonesia dan secara global,
mereka gagal mendeteksi dan melaporkan (atau mungkin mengabaikan) kasus-kasus pelanggaran
HAM yang ada dan yang sudah ada sebelumnya terkait dengan grup perusahaan dan pemasok
tidak langsung yang pabrik dan perkebunannya terkait dengan sengketa tanah dan pelanggaran
terhadap masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan pembela HAM.

Tidak jarang beberapa perusahaan memberi rujukan ke sistem 'uji tuntas’ mereka dalam informasi
publik mereka, tetapi jarang sekali ada rincian tentang isi, metode dan praktik verifikasi yang
diterapkan maupun komitmen dan protokol perusahaan untuk mengatasi dampak merugikan

dan ketidakpatuhan yang terdeteksi.?'® Salah satu temuan inti lainnya adalah bahwa bisnis

rantai pasok hilir dan tengah tampaknya menerapkan pendekatan yang salah terhadap definisi
‘keluhan' masyarakat yang hanya diartikan sekadar pengaduan belaka: fokus yang sempit ini gagal
mengidentifikasi banyak masalah dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan, yang
harus dipilih dan ditangani melalui uji tuntas, sehingga mengabaikan kasus-kasus pelanggaran
HAM yang belum terselesaikan dalam kegiatan dan rantai pasok minyak sawit mereka.

Tinjauan kasus di Bagian Il juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada peringkat ESG untuk
grup perusahaan yang berlaku saat ini atau menilai perusahaan kelapa sawit menggunakan
platform kartu skor NDPE saat ini bukanlah metode yang memadai untuk menilai kinerja sosial

dan lingkungan perusahaan atau memverifikasi kepatuhan dengan standar yang berlaku.

Meskipun platform-platform ini dapat memberikan informasi yang berguna tentang kebijakan CSR,
perusahaan hilir, pemodal dan investor harus berhati-hati untuk tidak memberikan bobot yang

tidak semestinya pada data tersebut dalam uji tuntas rantai pasok dan portofolio mereka (lihat
rekomendasi di 111.C.3 di bawah). Demikian pula, meskipun kelompok produsen kelapa sawit seperti
First Resources dan Wilmar International mungkin menerbitkan laporan keberlanjutan yang canggih
yang dapat mengungkapkan informasi yang berguna tentang kebijakan dan inisiatif, sumber-sumber
ini tidak memadai untuk menilai keberlanjutan rantai pasok dan kegiatan mereka, karena masalah
yang serupa dengan bias pelaporan sendiri yang ditemukan di banyak sumber informasi ESG.??°

Studi kasus ini juga menemukan bahwa praktik audit industri dan sertifikasi komoditas yang

ada terus memiliki kekurangan yang signifikan dalam hal keandalan dan kredibilitasnya. Sejalan
dengan banyak kajian lain (lihat sumber di Lampiran 1), bukti studi kasus di Bagian II, misalnya,
menunjukkan bahwa audit sertifikasi dan penilaian pemantauan keberlanjutan RSPO masih

gagal untuk mencatat atau masih meremehkan sengketa tanah dan konflik yang mempengaruhi
masyarakat adat dan masyarakat petani (misalnya pabrik di Jelatang milik GAR-Sinar Mas-PT
Smart; sengketa tanah anak perusahaan First Resources PT PSA dengan pemilik tanah adat di
Riau).22L Seperti yang dilaporkan oleh FPP dan lainnya di tempat lain, kekurangan dalam audit
sosial berakar pada minimnya kapasitas auditor di bidang HAM dan tenurial lahan serta bias konflik
kepentingan dan insentif merugikan untuk meminimalkan atau mengabaikan ketidakpatuhan.

Defisit akuntabilitas dan minimnya tindakan perbaikan yang efektif: Studi ini menemukan
bahwa pelaku rantai pasok di hilir dan hulu yang bergerak di bidang dan memasok minyak sawit
Indonesia memiliki akuntabilitas yang lemah atau tidak memiliki akuntabilitas kepada masyarakat
terdampak atas sengketa tanah serta pelanggaran HAM saat ini dan di masa lalu. Masyarakat
yang terkena dampak negatif kini harus menanggung pelanggaran HAM tanpa ada ganti rugi yang
efektif selama bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade. Sanksi peradilan dan mekanisme
penegakan hukum seringkali tidak berjalan efektif di Indonesia dan negara-negara produsen
lainnya. Analisis ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
menjadi subjek putusan pengadilan untuk menghentikan kegiatan di tanah masyarakat yang
disengketakan dapat mengabaikan perintah tersebut tanpa sanksi hukum (misalnya PTPN Xl
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yang memdampaki tanah adat Dayak di Kalimantan Barat). Mekanisme akuntabilitas industri minyak
sawit nonyudisial yang ada seperti sistem pengaduan RSPO tetap berjalan lambat dan tidak efektif.
Mekanisme-mekanisme keluhan ini tidak selalu dirasa aman dan dapat diakses oleh pemegang dan
pembela hak: mekanisme seperti itu masih gagal untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi
masyarakat terdampak (mis. Pengaduan TuK INDONESIA dan masyarakat ke RSPO terhadap PTMAS
(Sanggau) — masih berada ‘dalam penyelidikan' lebih dari 8 tahun). Konglomerasi kelapa sawit yang kuat
masih diizinkan untuk cuci tangan dari tanggung jawab menyelesaikan keluhan masyarakat dengan
melepaskan anak perusahaan yang ‘bermasalah’, bahkan selama pengaduan resmi yang sedang
berlangsung (misalnya divestasi PT MAS yang sama di tahun 2019 oleh Sime Darby selama perselisihan
lama yang belum Sime Darby selesaikan dengan masyarakat Dayak Hibun).

Di pihak mereka, pemodal dan investor global dan lokal tampaknya memiliki akuntabilitas publik yang bahkan
lebih tidak efektif lagi kepada masyarakat yang terkena dampak meskipun beberapa pelaku keuangan memiliki
komitmen terhadap HAM dan lingkungan. Meskipun informasi yang tersedia di platform NGO independen
tentang aliran keuangan sektor swasta ke perusahaan semakin banyak, transparansi di sektor keuangan

tetap terbatas. Sementara itu, penggunaan yurisdiksi keuangan lepas pantai dan perusahaan bayangan untuk
memuluskan investasi di sektor agroindustri dan ekstraktif tetap menjadi praktik yang umum dilakukan.

Apabila memungkinkan untuk menghubungkan pemodal ke klien agribisnis atau perusahaan induknya,
bank-bank internasional, termasuk yang memiliki kebijakan HAM, seperti Rabobank, terus menolak untuk
bertanggung jawab atas pendanaan mereka ke grup-grup pengembang kelapa sawit yang merusak
seperti GAR-GVL, mengklaim bahwa mereka tidak ‘terhubung’' dengan erat dan 'keterkaitan' mereka
dengan kerusakan ‘sangat jauh (tidak langsung)’, meskipun telah mengucurkan ratusan juta dolar ke
grup-grup perusahaan agribisnis ini (lihat Bagian 11.B.3). Konglomerasi besar bernilai miliaran dolar,
seperti Jardine Matheson Group yang terlibat dalam perdagangan minyak sawit global, serta manajer
aset bernilai triliun dolar seperti Blackrock dan Vanguard masih belum memiliki kebijakan khusus tentang
HAM, masyarakat adat dan perlindungan hutan, meskipun pengumuman baru-baru ini dari Blackrock
tentang perlunya klien mereka dan lembaga-lembaga keuangan untuk mengungkapkan dampak iklim
dan HAM adalah sesuatu yang positif.??? Studi kasus ini juga menemukan bahwa banyak pemodal global
dan kelompok perusahaan agribisnis di Indonesia dan di tempat lain yang mereka biayai atau kendalikan
tidak memiliki catatan keluhan publik (misalnya Vanguard; Grup Salim).

Kerahasiaan dan penghindaran tanggung jawab: Akuntabilitas kepada pemegang hak yang

terdampak dan kepada publik atas dampak negatif rantai pasok terhadap HAM juga sangat terbatasi
oleh pelanggaran transparansi yang terus berlangsung oleh grup perusahaan yang gagal untuk
mengungkapkan kepemilikan anak-anak perusahaannya atau berusaha dengan sengaja mendirikan
perusahaan bayangan untuk menyembunyikan hubungan komersial mereka. Studi kasus ini dan
investigasi FPP terkait menunjukkan bahwa pemilik sebenarnya (pemilik manfaat/beneficial ownership)
dari anak-anak perusahaan yang terkait dengan sengketa tanah dan deforestasi tidak diungkapkan oleh
anggota RSPO seperti First Resources yang berpotensi melanggar aturan RSPO tentang transparansi.??®

Positifnya, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kemajuan penting dalam transparansi

sektor minyak sawit melalui pengungkapan pemasok dan daftar pabrik oleh perusahaan dengan
menggunakan referensi umum yang dikenal sebagai Daftar Pabrik Universal (lihat Lampiran A. (d)).
Semua perusahaan hilir yang ditinjau dalam studi ini diketahui menerbitkan daftar pabrik sejak 2018,
meskipun isi dan frekuensi pembaruan informasinya bervariasi. Beberapa di antaranya, seperti Nestlé,
mengungkapkan bagaimana pabrik tertentu terkait dengan pemasok langsung, sementara lainnya
hanya mempublikasikan nama induk perusahaan setiap pabrik (Unilever, Cargill, PepsiCo), tanpa
mempublikasikan koneksi pemasok langsung mereka. Beberapa perusahaan memperbarui daftar pabrik
yang diterbitkan setidaknya setahun sekali dan beberapa melakukannya secara lebih teratur (misalnya
Nestlé, AAK, ADM Eropa). Dalam kasus lain, daftar pabrik terkadang tidak diperbarui oleh perusahaan
hilir besar selama beberapa tahun (misalnya Unilever, PepsiCo). Penundaan pengungkapan rantai

pasok seperti itu dapat menghalangi pengawasan dan akuntabilitas. Pengalaman sektor sawit dalam
mengungkap pemasok, termasuk pemasok tidak langsung, merupakan praktik yang harus diadopsi oleh
sektor agribisnis dan pelaku pasar yang memperdagangkan komoditas pertanian. Legislasi tentang
tata kelola korporat dan peraturan perundang-undangan untuk rantai pasok harus memastikan adanya
ketentuan yang mensyaratkan pengungkapan tersebut (lihat rekomendasi ll1.C.4. di bawah).
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lll. C. Pelajaran dan rekomendasi untuk perubahan

Temuan-temuan di Bagian Il menghasilkan tuntutan mendesak dari pemegang hak dan
masyarakat yang terdampak kepada entitas perusahaan yang terkait dan terlibat untuk menangani
dampak HAM dan memungkinkan adanya tindakan perbaikan. Pelajaran dan rekomendasi umum
dan sektoral untuk bisnis hulu dan hilir, sektor keuangan dan pelaku negara berasal dari bukti
kasus yang sama dan dari analisis yang lebih luas di Bagian 1 dan Lampiran 1 studi kasus ini.

lll.C.1 Tuntutan masyarakat adat dan masyarakat terdampak terkait kasus-kasus tertentu

Dalam kesepuluh kasus yang ditinjau, pemegang hak dan pembela HAM yang dirugikan
memegang keyakinan kuat bahwa pelaku korporasi di hilir dalam rantai pasok serta pemodal lokal
dan luar negeri harus memikul tanggung jawab yang signifikan dan mengambil tindakan berarti untuk
menangani pelanggaran HAM di masa lalu dan saat ini di mana mereka memiliki kemitraan bisnis
dan/atau hubungan komersial langsung atau tidak langsung dengan produsen dan pengolah
minyak sawit yang merusak. Masyarakat terdampak dan organisasi keadilan sosial dan lingkungan
setempat menyerukan perusahaan dan otoritas terkait yang menyebabkan dan terkait dengan
kerusakan untuk:

a. Menyelidiki dan memverifikasi dampak HAM dan lingkungan di masa lalu dan saat ini melalui
penilaian independen yang diabsahkan oleh masyarakat dan penasihat mereka;

b. Mengembangkan rencana aksi terikat waktu lewat konsultasi yang erat dengan pemegang hak
yang terkena dampak dan perwakilan yang mereka sendiri pilih secara bebas untuk menyetujui
langkah-langkah perbaikan penting serta tindakan-tindakan di masa depan yang diperlukan
bersama pemasok, termasuk keputusan tentang kelanjutan keterlibatan atau pembekuan/
penghentian hubungan bisnis;

c. Menempatkan kerangka kerja pemantauan dan implementasi yang didukung sumber daya
yang memadai untuk memastikan agar tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai kesepakatan
yang dicapai melalui proses FPIC yang dilandasi itikad baik dengan menghormati praktik
pengambilan keputusan, hukum adat dan linimasa masyarakat terdampak;

d. Bekerja bersama pemegang hak, lembaga pemerintah dan pelaku lain untuk memungkinkan adanya
tindakan pemulihan yang efektif, termasuk pengembalian tanah dan penyelesaian sengketa tenurial.

Permintaan-permintaan khusus untuk tindakan perbaikan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu,
meliputi tuntutan-tuntutan di bawah ini:

Tokoh adat Dayak
melakukan upacara
di peresmian Serikat
Petani Kelapa Sawit
(SPKS), di Sanggau
Sumber foto: Marcus
Colchester / FPP
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Kasus #1> PT Pancasurya Agrindo (PT PSA)/First Resources: Nestlé, Cargill, Wilmar dan pelaku
rantai pasok lainnya yang membeli minyak sawit dari First Resources harus mengkaji legalitas

dari dan kegiatan induk perusahaan ini dan anak perusahaannya PT PSA serta kepatuhan

terhadap RSPO dan komitmen NDPE. Uji tuntas harus melibatkan pemetaan partisipatif untuk
mengidentifikasi wilayah adat, tanah adat, dan tanah masyarakat lainnya yang terdampak yang
menjadi objek sengketa tanah dan atau tumpang tindih klaim. Opsi tindakan perbaikan harus
menjawab tuntutan masyarakat untuk pengembalian tanah dan keluhan pembela HAM masyarakat.

Kasus #2 > PT Sari Aditya Loka 1 (PTSAL1)/Jardine Matheson/AALI: lihat tuntutan umum di atas.

Kasus #3> PT Kresna Duta Agrindo (PT KDA)/GAR-Sinar Mas-PT SMART: Nestlé, ADM,
PepsiCo, GAR dan Cargill Inc harus mengkaji legalitas dari dan kepatuhan terhadap UNGP-NDPE
dan RSPO oleh kegiatan dan kegiatan PT KDA. Tindakan harus diambil untuk memungkinkan
adanya pengembalian lahan bagi warga Batu Ampar dan warga terdampak lain di Provinsi Jambi.
Langkah-langkah khusus harus dilakukan untuk melindungi para pembela HAM, termasuk upaya
perlindungan untuk menangani risiko intimidasi, ancaman dan kriminalisasi PT KDA saat ini
terhadap penggugat tanah dan tokoh masyarakat.

Kasus #4 - PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL)/Cargill Inc: Masyarakat Dayak Jalai di Manis
Mata bersikeras agar Cargill tidak bergantung pada satu keputusan pengaduan RSPO sebagai
ganti rugi yang efektif untuk kerusakan yang ditimbulkan PT HSL, dan agar diambil tindakan untuk
memungkinkan tindakan perbaikan untuk semua masyarakat adat yang terdampak, termasuk
dengan memungkinkan pengembalian tanah jika diminta. Cargill diminta untuk segera mengkaji
dan memungkinkan tindakan perbaikan atas semua dampak HAM di masa lalu dan saat ini yang
ditimbulkan PT HSL di Kecamatan Manis Mata dan wilayah adat lainnya yang terkena dampak
perkebunan kelapa sawit anak perusahaan Cargill dan kegiatannya ini. Uji tuntas yang cermat
dalam kasus ini harus melibatkan upaya perlindungan untuk mencegah PT HSL menekan atau
mengintimidasi dan mengancam masyarakat dan pengambil keputusan untuk menerima tawaran
penyelesaian masyarakat atau mencabut pengaduan.

Kasus #5> PT MISP/Salim Group/Indofood Agri Resources Ltd: Semua pelaku rantai pasok hilir,
pemodal, dan mitra bisnis yang terhubung, termasuk Nestlé dan Archer Daniels Midland (ADM),
harus meminta Indofood Agri dan PT MISP untuk mengambil tindakan perbaikan atas dampak
HAM masa lalu dan saat ini terhadap masyarakat adat Dayak Bekati, transmigran, dan petani
plasma di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Kasus #6> Grup PTPN XIlI/PTPN: Masyarakat terdampak berusaha mendapatkan kajian yang
sepenuhnya transparan dan partisipatif terhadap semua HGU yang diperoleh perusahaan dan
bisnis rantai pasok hilir terkait. Nestlé AAK, PepsiCo, Cargill dan Wilmar didesak untuk mengambil
tindakan yang memungkinkan adanya tindakan yang adil, efektif dan tepat waktu untuk
menyelesaikan sengketa tanah yang berkepanjangan dan memfasilitasi pengembalian tanah
melalui perundingan yang dilandasi itikad baik dan proses FPIC.

Kasus #7 - PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS)/PT CAPITOL/bekas anak perusahaan Sime
Darby: Masyarakat terdampak terus bersikeras agar Sime Darby (anggota RSPO) menghormati
komitmennya sendiri untuk membantu menyelesaikan kasus ini, termasuk memberikan dana
kepada badan pertanahan Indonesia sebagai ganti rugi bagi PT MAS atas pengembalian tanah yang
disengketakan kepada masyarakat Dayak, atau menutupi biaya hukum yang masyarakat keluarkan
untuk mendapatkan pengembalian tanah melalui pengadilan; ditambah seruan kepada Panel
Pengaduan RSPO untuk menuntaskan penyelidikannya yang telah lama tertunda dan mengeluarkan
putusan yang progresif dan bermanfaat yang mewajibkan Sime Darby untuk memperbaiki dan
memberi ganti rugi kepada masyarakat Dayak Hibun di Kerunang dan Entapang atas keluhan yang
diajukan dalam pengaduan ke RSPO dari Oktober 2012 hingga November 2019. Selain itu, RSPO
juga diminta untuk menyelidiki divestasi Sime Darby atas PT MAS yang bertentangan dengan
banding resmi di bawah Resolusi Majelis Umum 15-6D yang diadopsi pada tahun 2018 yang
meminta semua anggota RSPO untuk tidak melakukan penjualan anak perusahaan yang tengah
menjadi objek keluhan.
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Kasus #8> Agro Nusa Abadi (PT ANA)/Astra International Group/Jardine Matheson: Lembaga
keuangan yang mendanai AlG dan Jardine Matheson serta perusahaan-perusahaan tengah dan
hilir yang membeli minyak sawit, termasuk Nestlé AAK; PepsiCo; Wilmar dan Unilever diminta
untuk melakukan uji tuntas untuk memverifikasi kepatuhan PT ANA terhadap aturan perizinan
HGU, menyelidiki dengan benar keluhan masyarakat yang belum terselesaikan dan masih
menggantung, dan memungkinkan tindakan perbaikan yang didukung oleh rencana aksi terikat
waktu yang terpantau dan dapat diverifikasi. Tindakan perbaikan harus dimungkinkan dengan
menggunakan kontrol dan kontrak manajemen pemasok langsung dan tidak langsung. Upaya
untuk memengaruhi harus meliputi pertimbangan penangguhan kontrak pembelian sampai bukti
yang diverifikasi secara independen tersedia untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah
diambil sesuai keinginan masyarakat terdampak.

Kasus #9> PT Kurnia Luwuk Sejati PT KLS/Keluarga Murad: Keluarga Murad dan PT KLS diminta
untuk berhenti menyewa preman dan menggunakan aparat kepolisian dan militer untuk keamanan
perkebunan; dan menghentikan intimidasi, ancaman dan kriminalisasi terhadap tokoh adat, aktivis
dan pembela HAM. Pelaku hilir yang terkait dengan pemasok ini, termasuk Nestlé, ADM PepsiCo
dan Wilmar diminta untuk menyelidiki kasus ini dan menangguhkan pembelian minyak sawit yang
berasal dari kegiatan ilegal dan proses produksi PT KLS.

Kasus #10> Grup PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP)/Cipta Cakra Murdaya (CCM): Perusahaan
hilir, termasuk PepsiCo, Wilmar dan Unilever diminta untuk segera mengambil langkah-langkah
untuk melakukan uji tuntas terhadap pemasok ini dan memungkinkan serta mendorong otoritas
negara untuk memastikan pengembalian tanah yang diambil oleh perusahaan melalui proses tipu
daya, manipulatif dan curang yang melanggar FPIC. Uji tuntas dan investigasi dalam kasus ini
harus melibatkan penugasan kajian penuh terhadap dampak HAM dan hak atas tanah dari Grup
CCM, termasuk anak perusahaannya PT HIP bersama-sama dengan verifikasi independen atas
dampak deforestasi Grup CCM dan HIP di Sulawesi Tengah dan provinsi-provinsi lainnya.

lll.C.2 Inisiatif perusahaan hilir dan rantai pasok sektor swasta

Seiring dengan pengembangan standar hukum wajib sisi permintaan dan kerangka kerja
penegakan tata kelola korporat dan regulasi rantai pasok, penting agar sektor minyak sawit,

RSPO, dan bisnis komoditas pertanian dan makanan dan minuman serta inisiatif-inisiatif kolektif,
mengambil langkah segera untuk mengatasi dampak dan risiko rantai pasok yang ada. Perubahan
untuk mendukung penguatan uji tuntas, peningkatan jaminan kualitas, dan pelaksanaan tindakan
perbaikan yang efektif juga harus didukung oleh inisiatif kolektif sektoral, seperti koalisi aksi dari
Consumer Goods Forum dan Kelompok Kerja Tanggung Jawab Bersama RSPO. Usulan aksi meliputi
kebutuhan mendesak bagi perusahaan dan grup perusahaan untuk:

a. Mengembangkan dan mengadopsi metode dan sistem yang lebih baik untuk uji tuntas rantai
pasok agar dapat lebih baik menerapkan tanggung jawab dan komitmen HAM, termasuk
penerapan Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan HAM, dengan fokus pada langkah-langkah
untuk mengidentifikasi, mendeteksi dan mengatasi: (i) sengketa tanah dan lingkungan, hak
yang dipertentangkan dan perselisihan yang ada;?? (ii) pelanggaran FPIC; (iii) dampak negatif
dan risiko HAM, termasuk ancaman terhadap pembela HAM:; dan (iv) keprihatinan dan keluhan
masyarakat yang belum terselesaikan, termasuk yang terkait dengan kerugian/kerusakan dan
ketidakadilan historis, seperti pelanggaran tenurial tanah dan hak atas mata pencaharian;

b. Mengambil tindakan untuk memastikan penerapan uji tuntas HAM dan lingkungan terpadu
untuk mendukung manajemen rantai pasok berkelanjutan dan kode etik pemasok dalam
kegiatan sendiri dan di bawah inisiatif industri kolektif, seperti Peta Jalan Consumer Goods
Forum untuk minyak sawit dan komoditas pertanian lainnya (lihat Lampiran I);

c. Memastikan agar kebijakan pengambilan pasokan yang berkelanjutan menerapkan
persyaratan sosial dan lingkungan pada pemasok langsung dan tidak langsung (pihak
ketiga) (lewat penerapan persyaratan pada pemasok langsung);

d. Mengadopsi kebijakan dan perlindungan khusus untuk HAM dan pembela lingkungan,
termasuk berjanji tidak menoleransi korban jiwa, kekerasan, intimidasi dan tindak pembalasan
terhadap para pembela;
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Mendukung implementasi yang efektif dari kebijakan HAM, tenurial, FPIC dan NDPE terkait
melalui penggunaan kebijakan operasional dan prosedur operasi standar, yang harus
diungkapkan kepada publik;

Menerapkan langkah-langkah sendiri dan mendukung inisiatif kolektif untuk memungkinkan
verifikasi kepatuhan independen yang kredibel, termasuk verifikasi berbasis lapangan untuk
menghormati tenurial masyarakat, FPIC, komitmen NDPE dan HCSA: verifikasi harus dilakukan
oleh pihak ketiga yang independen, dan tidak bergantung pada penilaian sendiri dari pemasok
atau jaminan dari penyedia layanan teknis pihak kedua;

Mengambil tindakan untuk memastikan transparansi yang lebih besar melalui pengungkapan
tindakan uji tuntas tepat waktu yang direncanakan atau yang sedang dilakukan untuk
menangani dampak dan risiko rantai pasok merugikan sejalan dengan Kerangka Pelaporan
UNGP: pengungkapan tersebut harus terkait dengan kegiatan, pemasok dan yurisdiksi tertentu
(yaitu melampaui laporan umum tentang aksi ‘'HAM' dan pernyataan-pernyataan yang dibuat
untuk menanggapi pengaduan resmi yang diterima atau sebagai reaksi atas laporan kritis dari
NOG) (lihat juga butir h di bawah);

Merumuskan, menerbitkan, dan menerapkan protokol tindakan ketidakpatuhan yang
menjelaskan langkah-langkah dan tindakan uji tuntas perusahaan untuk menangani dampak,
risiko, dan masalah HAM merugikan yang terdeteksi dalam kegiatan sendiri dan kegiatan
pemasok (termasuk pemasok pihak ketiga);

Menggunakan rencana aksi terikat waktu dan terpantau untuk menangani dampak buruk dan
ketidakpatuhan serta tindakan perbaikan pemungkin untuk keluhan masyarakat (dalam kasus di
mana kelanjutan keterlibatan dianggap tepat);

Mengembangkan dan mengungkapkan (sebagai bagian dari butir h) protokol keterlibatan dan
pemutusan hubungan berkelanjutan dengan pemasok dan mitra bisnis yang tidak patuh, yang
menentukan kriteria dan ambang batas untuk penangguhan dan penghentian hubungan bisnis
(lihat di bawah), dan memastikan penghormatan terhadap pendapat masyarakat dan pemegang
hak yang terdampak;

Menghindari divestasi anak perusahaan yang menjadi subjek tindakan pengadilan dan pengaduan
yang belum terselesaikan oleh masyarakat dan tetap terlibat sampai masalahnya diselesaikan
secara adil, di mana kelanjutan keterlibatan tersebut diminta oleh pemegang hak yang terdampak;

Mengungkapkan kepada publik dan secara berkala memperbarui daftar semua pemasok minyak
sawit langsung dan tidak langsung, termasuk mengungkapkan kaitan antara pabrik dan pemasok
langsung; dan memperluas transparansi ini ke komoditas pertanian bermasalah lainnya;

. Mengambil tindakan bersama dan mencurahkan sumber daya untuk mengatasi masalah di sektor

ini dan kontaminasi sistemik dalam rantai pasok melalui dukungan untuk inisiatif-inisiatif inovatif
untuk verifikasi kepatuhan independen dan pemantauan rencana aksi dan tindakan perbaikan
kepada pemegang hak yang terkena dampak negatif, misalnya melalui pembentukan dana HAM,
tenurial dan lingkungan yang dikelola secara independen di seluruh sektor kelapa sawit (termasuk
sumber daya untuk tindakan hukum dan pengembalian lahan jika diminta masyarakat terdampak);

Menyatakan kepada publik dukungan untuk reformasi yang berarti dari audit, verifikasi dan
kerangka kerja jaminan RSPO untuk menghilangkan bahaya konflik kepentingan saat ini dan
mengatasi cacat sistemik.

I11.C.3 Pemodal internasional

a.

Mengadopsi dan menerbitkan kode praktik untuk hanya mendanai dan berinvestasi di
perusahaan kelapa sawit dan agribisnis lainnya, pemegang konsesi dan pengembang projek
yang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar HAM dan lingkungan internasional;

Berkonsultasi dengan pakar HAM, masyarakat adat dan masyarakat sipil untuk mengembangkan
metode dan kriteria verifikasi kepatuhan yang kredibel dan andal, termasuk persyaratan untuk
sumber bukti tentang dampak dan risiko HAM, tenurial dan lingkungan, dengan tujuan yang jelas
untuk melampaui batasan yang ada saat ini dan menjauh dari ketergantungan pada pelaporan
sendiri dari perusahaan;
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c. Selain itu, mengadopsi kebijakan yang mewajibkan klien dan penerima investasi, termasuk
grup perusahaan yang memiliki anak perusahaan agribisnis dan perkebunan, untuk
menunjukkan bukti-bukti penghormatan yang diverifikasi secara independen terhadap HAM,
tenurial adat dan FPIC sebelum menyetujui pendanaan dan pencairan dana (dokumentasi
yang divalidasi, termasuk penilaian dampak, kesepakatan FPIC, dll.);?%

d. Mengembangkan dan mengadopsi praktik uji tuntas untuk memverifikasi dan memeriksa
ulang informasi peringkat ESG tentang calon klien, penerima investasi dan peminjam dengan
menggunakan sumber informasi yang independen seperti media, masyarakat sipil, studi
akademis, dan laporan masyarakat;

e. Menahan diri dari keputusan apa pun atau dari upaya mempengaruhi sebagai pemodal,
investor atau pemegang saham yang dapat menghalangi atau melemahkan HAM dan
perlindungan lingkungan dan reformasi tata kelola dan kegiatan anak perusahaan dan
perusahaan klien;

f.  Menggunakan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan sumber-sumber pengaruh lainnya untuk
mendorong kepatuhan terhadap standar yang disepakati, termasuk kepatuhan terhadap
UNGP dan standar hukum internasional tentang tentang HAM dan berupaya memaksimalkan
pengaruh pada klien dan mitra;??®

g. Memastikan pengungkapan penuh kepada publik atas pinjaman, penjaminan emisi,
kepemilikan saham, dan investasi di sektor berisiko tinggi, termasuk informasi tentang
kepemilikan sebenarnya dan kepentingan pemegang saham dalam investasi tertentu di
kelapa sawit dan perusahaan agribisnis lainnya untuk memastikan transparansi, termasuk
kepentingan di perusahaan bayangan yang terdaftar di yurisdiksi lepas pantai;

h. Mendukung langkah-langkah kebijakan publik dan regulasi hukum untuk memastikan akses
efektif ke tindakan perbaikan secara hukum bagi pemegang hak terdampak serta masyarakat
yang terdampak kegiatan, hubungan bisnis dan investasi pelaku korporat, termasuk bagi
pemegang hak yang terdampak di luar negara tempat bisnis tersebut berada.

Selain rekomendasi-rekomendasi di atas yang disesuaikan untuk perusahaan dan pemodal,

kedua pelaku pasar ini perlu memastikan bahwa dalam meningkatkan kerangka kerja tata kelola
mereka dan menjadikannya berfungsi dengan baik, mereka memberikan insentif yang berarti
bagi staf dan klien untuk menanamkan dan mendorong budaya uji tuntas yang cermat dan
pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentang HAM dan tata kelola lingkungan. Dalam
hal keterlibatan yang berkelanjutan dan pemutusan hubungan, pelaku rantai pasok dan bisnis
yang mendanai sektor komoditas pertanian ini harus menerbitkan komitmen untuk mengecualikan
atau mundur dari, atau membatalkan pembiayaan kepada perusahaan di mana masalah

HAM dan lingkungan bersifat persisten atau kronis. Selain itu, pemodal harus menempatkan
klausul ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan, termasuk hak untuk menghentikan

atau membatalkan pembiayaan jika terdapat dugaan pelanggaran hak atas tanah, dan FPIC,
keluhan masyarakat yang belum terselesaikan yang serius dan apabila ada laporan korban jiwa,
kekerasan atau ancaman. Klausul serupa harus dimasukkan dalam kode etik, kontrak pembelian
dan perjanjian kemitraan pemasok perusahaan agribisnis, perusahaan pedagang, perusahaan
makanan dan minuman dan perusahaan ritel.

111.C.4 Pelaku negara dan pembuat hukum di negara sisi permintaan

Kajian kritis terhadap praktik korporasi di sektor kelapa sawit dan agribisnis yang lebih luas dalam
laporan ini memunculkan serangkaian rekomendasi bagi pelaku negara untuk mendorong reformasi
di seluruh sektor ini untuk memastikan akuntabilitas perusahaan yang lebih baik dan secara hukum
mewajibkan perusahaan untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap dan mengatasi dampak
sosial dan lingkungan yang merugikan dalam rantai pasok dan portofolio mereka.

Disarankan agar instrumen hukum yang berupaya menetapkan kewajiban uji tuntas korporat
wajib harus mengarah pada persyaratan yang mengikat perusahaan untuk menetapkan dan/atau
meningkatkan uji tuntas internal dan sistem manajemen rantai pasok yang sepenuhnya selaras
dengan UNGP?*" dan instrumen HAM terkait untuk menyertakan ketentuan untuk mewajibkan:
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Tindakan untuk mengarusutamakan HAM dan tata kelola lingkungan dalam pengambilan keputusan dan
kegiatan perusahaan serta struktur kepegawaian yang memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai
untuk memastikan uji tuntas yang efektif.

Pengembangan dan adopsi kerangka kerja kepatuhan dan implementasi perusahaan untuk melakukan
uji tuntas HAM dan lingkungan terpadu, termasuk sistem untuk memantau dan memverifikasi kegiatan
bisnis sendiri dan kegiatan pemasok langsung dan tidak langsung serta mitra bisnis;??®

Adopsi dan penerapan metodologi uji tuntas yang kuat untuk mengidentifikasi pelanggaran HAM di masa
lalu dan yang berlanjut sampai saat ini, ketidakadilan historis, dan pencurian tanah yang terkait dengan
pemasok komoditas dan mitra bisnis yang ada dan yang diusulkan;??°

Penggunaan kajian rantai pasok, pemetaan pemegang hak, kajian dampak dan analisa dasar untuk mendeteksi:

(i) Pemegang hak yang berpotensi terdampak, termasuk masyarakat adat dan pemilik tanah adat dan
tanah terkait (termasuk tanah yang diklaim);?°

(i) Pembebasan lahan yang merugikan, pembukaan lahan, sengketa tanah dan lingkungan, sengketa
dan hak yang dipertentangkan;

(iii) Kekerasan, represi dan risiko terhadap HAM dan pembela lingkungan dan pelapor pelanggaran
(whistle-blowers);

(iv) Dampak HAM yang merusak sebelumnya dan saat ini serta potensi dampak dan risiko merugikan di
masa depan;

(v) Kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan terkait dengan rantai pasok (yaitu
melampaui pengajuan keluhan resmi kepada perusahaan atau badan industri)

Langkah-langkah untuk memverifikasi apakah mitra bisnis dan pemasok telah menghormati hak
masyarakat atas tanah dan mematuhi standar inti persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan
dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan pemilik tanah adat;

Adopsi pernyataan kebijakan tentang komitmen dan tindakan perusahaan untuk memperbaiki dampak
buruk terhadap masyarakat adat, komunitas dan pekerja;

Verifikasi independen yang kredibel dan efektif terhadap dampak, risiko, dan kepatuhan sebagai salah
satu elemen penting dari uji tuntas perusahaan: verifikasi harus diberlakukan pada kegiatan sendiri dan
kegiatan pemasok dan mitra bisnis dan harus diwajibkan untuk menerapkan metode triangulasi untuk
pemeriksaan silang menggunakan berbagai sumber informasi termasuk masyarakat sipil lokal dan
global, masyarakat, sumber-sumber ilmiah dan media (lihat juga butir m di bawah);

Tindakan perusahaan untuk mengatasi kerugian, potensi risiko yang serius dan ketidakpatuhan yang
ditemukan serta memungkinkan adanya tindakan pemulihan dan ganti rugi, termasuk melalui protokol
ketidakpatuhan dan rencana aksi terikat waktu untuk memungkinkan dan melakukan tindakan korektif;

Langkah dan komitmen untuk menindaklanjuti, memantau dan memperbarui implementasi yang efektif
dan transparan dari rencana aksi terikat waktu dan tindakan perbaikan yang disebutkan di butir | di atas.

Sistem uji tuntas dan ESG untuk menyelidiki dan mengambil tindakan cepat, pasti, dan terikat waktu
dengan kerangka kerja pemantauan apabila terdapat tuduhan pembunuhan, kekerasan atau ancaman
teridentifikasi dalam kegiatan bisnis atau aktivitas dan investasi mitra bisnis dan pemasok;

Uji tuntas perusahaan yang efektif dan tindakan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab untuk
menghentikan, menangguhkan atau membatalkan hubungan bisnis, pembelian dan kontrak pemasok
sesuai dengan kegawatan kasus yang dipermasalahkan, dan tunduk pada konsultasi sebelumnya dengan
masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak;

Transparansi dalam pengadaan komoditas, kemitraan bisnis dan kerangka kerja keterlacakan
(traceability) rantai pasok, termasuk pengungkapan pemasok secara teratur (setidaknya setiap tahun),
termasuk pemasok tidak langsung (pemasok pihak ketiga) untuk minyak sawit dan komoditas pertanian
bermasalah lainnya, seperti daging sapi, kulit, karet, gula, kedelai, kakao dan turunannya;

. Penerbitan komitmen dan prosedur operasi standar tentang perlindungan HAM dan NDPE, yang disertai
persyaratan untuk mengungkapkan uji tuntas khusus, untuk kepemilikan tanah adat dan FPIC bagi
masyarakat adat dan masyarakat yang memiliki hak kolektif serupa, termasuk pengungkapan kerangka
kerja perusahaan untuk melindungi pembela HAM dan pelapor pelanggaran (whistle-blower);

MENUNTUT AKUNTABILITAS KESIMPULAN, TEMUAN DAN USULAN AKSI 60



Informasi tentang kepatuhan hukum: Untuk memastikan implementasi rantai pasok dan regulasi
perilaku perusahaan yang efektif, badan pengawas yang mengawasi kepatuhan harus menetapkan
dan menyediakan kerangka-kerangka kerja verifikasi independen yang baik dan lengkap untuk
digunakan otoritas yang kompeten dan lembaga penegak hukum. Kerangka-kerangka kerja ini harus
memungkinkan terciptanya platform independen untuk menampung bukti dan informasi tentang
(i) tenurial lahan dan pembebasan lahan, termasuk identifikasi hak tenurial yang dipersengketakan;
(i) sengketa tanah dan hutan; (iii) laporan penyerangan dan tindakan represif terhadap pembela
HAM, hak yang dipertentangkan, (iv) keluhan masyarakat yang belum terselesaikan; (v) pelanggaran
atau kepatuhan terhadap FPIC; (vi) konversi hutan dan deforestasi; (vii) kerusakan hutan dengan
nilai konservasi tinggi dan hutan stok karbon tinggi; serta (viii) kerugian/kerusakan pada mata
pencaharian setempat. Apabila informasi tersedia, platform-platform tersebut dapat merinci
pelanggaran hak dan standar lingkungan dan HAM terkait yang berkaitan dengan pelaku korporasi
tertentu, pemasok dan yurisdiksi produktif. Yang penting, platform-platform informasi rantai

pasok ini sebaiknya dapat memungkinkan penyampaian informasi independen dari hulu dalam
rantai pasok, termasuk dari masyarakat adat, masyarakat sipil, masyarakat yang terkena dampak,
pembela HAM dan pembela hutan serta warga negara di negara produsen.

ll.C.5 Negara produsen dan yurisdiksi daerah

Selain langkah-langkah legislatif sisi permintaan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan
dan operator hilir di bidang minyak sawit dan komoditas pertanian berisiko tinggi lainnya, kontrol
hukum yang lebih kuat dan reformasi kerangka hukum nasional diperlukan di negara-negara
produsen. Tindakan yang diperlukan meliputi:

a. Reformasi alokasi tanah nasional dan undang-undang konsesi untuk menghormati dan
melindungi hak tenurial lahan adat, termasuk atas tanah masyarakat yang belum bersertifikat;

b. Perizinan lingkungan dan regulasi perubahan penggunaan lahan yang ditingkatkan yang
memiliki perlindungan antikorupsi yang kuat dan mewajibkan FPIC dari masyarakat adat yang
terkena dampak dan pengguna tanah adat lainnya serta prosedur yang transparan untuk
mensertifikasi tanah yang dikuasai dan diduduki di bawah hukum adat;?'

c. Penetapan kewajiban hukum bagi pemegang konsesi dan pengembang lahan domestik dan
asing untuk melakukan uji tuntas terhadap hak masyarakat atas tanah, klaim tanah dan
sumber daya mata pencaharian dan memastikan penghormatan terhadap FPIC, dengan
kewajiban untuk menunjukkan bukti kepatuhan yang terverifikasi terhadap hukum yang berlaku
(termasuk hukum HAM internasional) kepada otoritas yang kompeten sebelum kontrak atau
pembukaan lahan disahkan;

d. Pencantuman ketentuan HAM dalam perjanjian pemerintah tuan rumah, kontrak investor-
negara, perjanjian dan instrumen konsesi untuk menjamin perlindungan HAM dan akses ke
mekanisme pengaduan bagi korban pihak ketiga, termasuk melalui larangan klausul stabilisasi
yang mungkin melanggar HAM yang dijamin;

e. Undang-undang spesifik dan kerangka kerja yudisial khusus untuk memungkinkan
penyelesaian sengketa tanah dan pengembalian tanah kepada masyarakat yang terkena
dampak pembebasan lahan secara ilegal dan/atau konsesi paksaan, termasuk melalui
kerangka kerja keadilan transisional jika diperlukan;

f. Hukum dan sistem perlindungan yang menjunjung tinggi hak-hak pembela HAM, mengakui
pentingnya sistem kolektif perlindungan masyarakat, dan mencegah tindakan represif legal
lewat pengadopsian undang-undang anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation atau
anti-SLAPP (SLAPP merujuk pada tindakan menggunakan mekanisme pengadilan untuk
membungkam/menghilangkan partisipasi publik).

g. Jika negara terlibat dalam program yurisdiksi untuk produksi komoditas lestari dan
perlindungan hutan, berlakukan undang-undang dan peraturan untuk memastikan (i) struktur
tata kelola mencakup pemegang hak adat dan perwakilan mereka yang dipilih sendiri secara
bebas; (ii) standar produksi menjunjung tinggi HAM, mengakui dan mengamankan hak
masyarakat adat atas tanah dan FPIC, menyelesaikan pelanggaran HAM dan tenurial di masa
lalu dan memastikan akses ke keadilan; dan (iii) mekanisme kepatuhan dan penegakan yang
efektif, termasuk kerangka kerja untuk verifikasi independen.
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llI.C.6 Akuntabilitas perusahaan dan transparansi: semua pelaku negara

Kajian ini menegaskan bahwa struktur akuntabilitas korporasi saat ini dalam hukum dan kerangka
kerja nonyudisial masih lemah dan memerlukan penguatan besar. Bersama-sama pengadopsian
perjanjian PBB tentang Bisnis dan HAM yang mengikat yang mencakup seluruh pelaku korporasi
di tingkat global (lihat Lampiran I: C4), reformasi kerangka kerja hukum dan undang-undang baru
tentang perilaku rantai pasok dan perusahaan baik di negara produsen maupun konsumen perlu
dilakukan untuk secara hukum menetapkan:

a. Kewajiban yang jelas pada direktur perusahaan untuk memastikan penghormatan terhadap
HAM di seluruh kegiatan dan kemitraan komersial dan untuk memberikan perhatian serius
terhadap dampak bisnis perusahaan terhadap manusia dan lingkungan;

b. Tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana CEO atas kegagalan untuk mencegah atau
mengatasi kerusakan sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan bisnis, investasi, dan
rantai pasok

c. Sanksiyang jelas dan kuat bagi perusahaan yang melanggar undang-undang uji tuntas dan
regulasi rantai pasok yang berlaku;

d. Akses ke upaya hukum di pengadilan di negara tempat perusahaan berdomisili bagi pemegang
hak dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan, hubungan bisnis, dan
investasi mereka

e. Pengungkapan kepada publik tentang pemilik sebenarnya (beneficial ownership) dari anak
perusahaan dan perusahaan cangkang

f.  Pengungkapan klien pemodal dan manajer aset, kepemilikan saham dan aset di dalam negeri
dan di yurisdiksi luar negeri

g. Pengungkapan dan pelaporan kepada publik tentang tindakan yang diambil perusahaan untuk
menangani dampak negatif HAM dan lingkungan serta potensi risiko dalam kegiatan, investasi,
dan rantai pasok (lihat juga C.3, C.4 dan C.5 di atas).?*

Celah-celah dalam akuntabilitas perusahaan juga harus ditutup melalui adopsi undang-undang
dan kebijakan nasional untuk melarang dimasukkannya ketentuan penyelesaian sengketa
investor-negara (ISDS) atau sistem pengadilan investasi (ICS) dalam investasi serta perjanjian
dan kesepakatan dagang baru. Tindakan juga harus diambil untuk mengubah kesepakatan

dan perjanjian yang ada untuk menghapus ketentuan ISDS; atau, setidaknya, perubahan harus
dilakukan untuk membatasi investor menggunakan dan menyalahgunakan mekanisme arbitrase
ini dan mempersempit cakupan kompensasi yang berlebihan saat ini.

Terakhir, seperti ditegaskan di Bagian |, bersama-sama dengan aksi untuk memastikan perilaku
korporasi yang bertanggung jawab, pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan inisiatif
keberlanjutan secara nasional dan global untuk memungkinkan terjadinya transisi menuju ekonomi
alternatif, berkelanjutan dan tangguh. Pemerintah nasional, lembaga keuangan internasional dan
badan antarpemerintah harus menjunjung tinggi komitmen dan perlindungan HAM dan lingkungan
yang ada, dan mencegah pelemahan standar sosial dan lingkingan lewat langkah ‘pemulihan’
ekonomi regresif selama dan setelah pandemi saat ini.
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Lampiran

Lampiran I: Ringkasan kajian kritis terhadap inisiatif negara dan sektor
swasta untuk rantai pasok berkelanjutan dan perilaku korporasi yang
bertanggung jawab

Dalam 25 tahun terakhir beberapa perusahaan transnasional besar di bidang makanan, minuman, minyak
sayur dan bahan baku makanan ternak bersama-sama pedagang komoditas pertanian telah menanggapi
kritik lama tentang dampak merugikan dari bisnis mereka dengan mengembangkan prinsip ‘tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR)' sukarela, yang menerapkan kerangka kerja tata kelola lingkungan dan sosial (ESG),
dan mengadopsi kebijakan keberlanjutan dan ‘pengambilan pasokan yang bertanggung jawab'. Perusahaan
juga telah menjadi anggota berbagai skema sertifikasi dan menetapkan target terikat waktu untuk pasokan
bersertifikat penuh yang sesuai dengan standar sosial dan lingkungan skema yang mereka adopsi.?*®

A. Standar Industri, standar perusahaan dan inisiatif sektor swasta

1.

Standar sertifikasi komoditas sukarela: Banyak perusahaan dan pedagang besar telah memilih
menjadi anggota berbagai skema komoditas multipihak bersertifikat termasuk RSPO (minyak sawit),
FSC (kayu, pulp dan kertas), Bonsucro (gula), UTZ (kopi) dan IFOAM (sertifikasi organik), dll. Banyak
dari skema-skema ini kemudian menjadi bagian dari Aliansi Akreditasi dan Pelabelan Sosial dan
Lingkungan Internasional (ISEAL) yang menyediakan kode etik untuk standar keberlanjutan.?** Skema-
skema sertifikasi ini telah ada selama lebih dari satu dekade. Baru-baru ini, sektor-sektor mineral
tertentu juga telah mengadopsi standar-standar sertifikasi.?*® Standar di berbagai skema sertifikasi
ini berbeda-beda, dengan perlakuan yang berbeda pula terhadap standar-standar inti seperti
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan penghormatan terhadap hak tenurial adat.
Standar-standar terbaru yang diadopsi oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun
2018, misalnya, meliputi aturan-aturan lengkap yang ditetapkan untuk kegiatan perkebunan baru, nol
deforestasi, HAM dan FPIC. RSPO juga telah mengadopsi kebijakan progresif tentang pembela HAM
dan pelapor pelanggaran (whistle-blower) di tahun yang sama.?¥® Aturan-aturan skema mewajibkan
kegiatan pekebunan perusahaan anggota untuk memenuhi standar sertifikasi sosial dan lingkungan
gabungan, melaporkan kinerjanya setiap tahun, melakukan audit kepatuhan, dan mematuhi kode etik
anggota. Namun, masih terdapat celah keberlanjutan dan akuntabilitas yang besar dalam kerangka
kerja standar RSPO. Sehubungan dengan sertifikasi rantai pasok ‘mass-balance’ (gabungan sumber
pasokan bersertifikasi dan tidak bersertifikasi) RSPO, misalnya, standar dan audit berfokus pada
pabrik minyak sawit yang mensertifikasi pasokan buah segar dari perkebunan bersertifikasi RSPO,
tetapi mengizinkan pengolah, pedagang dan pengecer independen untuk mencampur sumber
pasokan bersertifikat dan tidak bersertifikat tanpa ada persyaratan yang jelas untuk manajemen
rantai pasok atau uji tuntas HAM dan lingkungan.?®” Standar-standar sertifikasi terkadang

didukung oleh prosedur pengaduan yang dapat digunakan komunitas dan masyarakat sipil untuk
menyampaikan masalah tentang anggota skema. Dalam praktiknya, semua skema sertifikasi ini
terus dirundung berbagai masalah akuntabilitas dan kepatuhan, dengan hak atas tanah dan standar
FPIC utamanya tidak atau sangat kurang dipatuhi.?®® Dalam kasus lain, skema sertifikasi lokal seperti
standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia pada
tahun 2011 tidak menjunjung standar HAM internasional dan telah dikecam oleh masyarakat adat
dan kalangan NGO karena gagal mewajibkan tolok ukur produksi berkelanjutan yang murni.?*°

Komitmen HAM sebagai bagian dari kebijakan CSR: Banyak perusahaan di sektor agribisnis, ekstraktif
dan manufaktur telah mendukung Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP), Deklarasi
PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), dan telah mengadopsi kebijakan HAM, seringkali
dengan komitmen khusus untuk menghormati hak-hak pekerja, hak-hak masyarakat adat, persetujuan
bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan hak tenurial (Lihat, misalnya, Tabel B).*** Semakin
banyak pelaku rantai pasok di hilir seperti pengecer juga memiliki kebijakan HAM dan kebijakan NDPE
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yang berdiri sendiri yang meliputi komitmen terhadap HAM.?*! Perusahaan-perusahaan yang sungguh-
sungguh memiliki kebijakan HAM biasanya menegaskan bahwa mereka berkomitmen terhadap uji
tuntas HAM dan penerapan UNGP. meskipun dalam praktiknya metode dan tindakan uji tuntas yang
sebenarnya jarang diungkapkan — salah satu kelemahan utama dalam akuntabilitas (lihat di bawah).?#?
Meskipun beberapa perusahaan memiliki komitmen khusus terhadap masyarakat adat dan hak atas
tanah, perlu diperhatikan bahwa banyak kebijakan perusahaan tentang HAM tidak membahas hak-hak
adat, pembela HAM atau hak atas air tanah, dan keamanan pangan, dan cenderung berfokus pada
hak-hak pekerja.?*® Studi ini (Bagian | dan Bagian I1), serta kajian-kajian NGO lainnya, telah menunjukkan
bahwa banyak perusahaan yang memiliki kebijakan atau pernyataan sosial dan lingkungan tidak
menerapkan prosedur kegiatan praktis untuk menerapkannya. Bahkan meskipun mereka memiliki “SOP”
seperti itu, misalnya tentang hak atas tanah dan FPIC, SOP-SOP ini biasanya tidak diungkapkan kepada
publik.?#* Kekurangan-kekurangan ini menjadi kesenjangan akuntabilitas dan keberlanjutan yang serius.
Juga penting bahwa sudah umum bagi perusahaan hilir transnasional untuk mengidentifikasi isu-isu
HAM yang ‘menonjol’, membatasi isu-isu 'HAM' yang menonjol hanya pada hak-hak inti ketenagakerjaan
atau bagian dari hak-hak pekerja (misalnya kemedekaan dari kerja paksa), tanpa membahas kelompok
HAM yang lebih luas yang biasanya terdampak oleh produksi komoditas pertanian dan seringkali tidak
menaruh perhatian pada ‘masalah-masalah’ yang kritis seperti penindasan, serangan dan kekerasan
terhadap pembela HAM dan lingkungan. Untuk alasan ini, kalangan NGO, termasuk FPP. mendesak dan
menyarankan perusahaan untuk menerapkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu terhadap
HAM dalam uji tuntas rantai pasok.?# Di bulan April 2021, sebagai tanggapan atas tekanan terus-
menerus dari organisasi-organisasi HAM ini, beberapa perusahaan mulai mengembangkan kebijakan
khusus tentang pembela HAM, termasuk Mars, Unilever, dan Wilmar.

3. Komitmen NDPE: Perhatian dan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan kini
semakin terlihat dalam dekade terakhir di antara beberapa ‘pemimpin pasar’, sebagai tanggapan atas
laporan masyarakat sipil yang membongkar deforestasi akibat pengembangan komoditas yang terus
berlangsung dan meningkatnya permintaan publik untuk produk-produk yang berkelanjutan. Sejak tahun
2010, banyak perusahaan transnasional dan asosiasi industri seperti Consumer Goods Forum (CGF)
telah membuat janji publik untuk menghapus deforestasi dan eksploitasi dari rantai pasok komoditas
melalui komitmen Tanpa deforestasi, tanpa gambut, dan tanpa eksploitasi’' (NDPE) (Tabel B).>#
Beberapa perusahaan besar seperti Coca Cola, Nestle dan PepsiCo telah menanggapi kampanye terarah
NGO untuk mengadopsi janji ‘nol toleransi' terhadap perampasan tanah, pekerja anak dan mengadopsi
persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) bagi masyarakat adat (Lihat Gambar 1).24’ Di
tahun 2074, banyak perusahaan berjanji untuk bermitra dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam
upaya untuk “‘menghapus deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai,
kertas dan produk daging sapi paling lambat tahun 2020, dan untuk menegakkan hak-hak masyarakat
adat “... terutama yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya mereka.”*® Sangat disayangkan,
target korporat untuk mewujudkan rantai pasok yang bebas deforestasi di tahun 2020 belum dapat
direalisasikan oleh anggota CFG dan perusahaan-perusahaan lainnya (Bagian |, Lihat juga 7 di bawah).

4. Keterlacakan dan transparansi rantai pasok: Banyak perusahaan hilir, termasuk, Nestlé, AAK, ADM,
Unilever dan Cargill telah mengembangkan sistem keterlacakan dalam lima tahun terakhir untuk
melacak pasokan minyak sawit mereka ke tingkat pabrik.?#® Sektor minyak sawit, penasihat bisnis
berkelanjutan dan NGO telah mengembangkan kode unik untuk pabrik minyak sawit di seluruh
dunia.?®® Beberapa perusahaan minyak sawit besar kini mengungkap informasi tentang pemasok
mereka menggunakan kode unik ini yang membantu transparansi dan pengawasan publik, dan juga
mengungkap daftar pemasok, termasuk pemasok tidak langsung.?s' Ini merupakan perkembangan
yang positif yang seharusnya diperluas ke sektor komoditas lainnya. Dalam analisis FPP ini, daftar
pabrik universal (Universal Mill List/UML) digunakan untuk meneliti pelaku rantai pasok hulu dan
hilir (Lihat Bagian I1). Transparansi ini bersifat progresif dan membantu masyarakat sipil dalam
mengkritisi rantai pasok dan kinerja perusahaan. Meskipun kode UML yang unik ini umum digunakan
di semua perusahaan yang kini menerbitkan pemasok dan daftar pabrik mereka, ditemukan bahwa
isian lain dalam daftar yang diungkapkan berbeda-beda. Daftar ini harus selanjutnya diselaraskan
untuk membantu pemetaan rantai pasok untuk uji tuntas dan akuntabilitas publik (misalnya semua
perusahaan hilir harus mempublikasikan semua pemasok langsung yang terhubung dengan pemasok
pihak ketiga dalam daftar pabrik mereka). Lebih jauh di bagian hulu rantai pasok, transparansi
dan keterlacakan sangat kurang karena grup perusahaan dan anak perusahaan mereka gagal
mengungkapkan pemasok tandan buah segar pihak ketiga (tidak langsung) yang diproduksi di
perkebunan yang terkait dengan pelanggaran hak, deforestasi, dan kerusakan lingkungan lainnya.??
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5. Standar dan toolkit sosial dan lingkungan: Sejak tahun 2016, kerja gabungan progresif antara NGO
dan perusahaan?®® dalam menetapkan standar dan kombinasi metodologi HAM dan lingkungan untuk
melindungi hutan, termasuk lahan hutan masyarakat adat, telah dilakukan di bawah Pendekatan Stok
Karbon Tinggi (HCSA)?** dan High Conservational Value Resource Network.?*® Standar HCSA meliputi
metodologi yang ketat untuk melindungi hak tenurial adat, yang mengakui hutan kemasyarakatan dan
menjamin penghormatan terhadap FPIC di bawah Modul 2.0 HCSA, dan Persyaratan Sosial terkait
serta Panduan Pelaksanaannya baru-baru ini diperbarui pada tahun 2020.?°¢ Meskipun demikian, dalam
praktiknya, implementasi dan akuntabilitas yang efektif tetap menjadi tantangan utama di lapangan.?®’

6. Pendekatan bersama dan kolektif: Dalam menghadapi target NDPE yang belum tercapai dan keluhan
berkelanjutan yang mengecam kegiatan mereka, perusahaan telah menanggapi dengan kelompok
inovasi yang melibatkan beberapa pelaku korporasi yang berbeda; inisiatif kolaboratif multipihak dan
pendekatan sektoral untuk mengatasi masalah sistemik dalam rantai pasok komoditas. Beberapa
anggota RSP0, misalnya, telah membentuk Palm Oil Collaboration Group (POCG) untuk bekerja sama
dengan ‘penyedia layanan teknis' komersial dan NGO untuk meningkatkan pelaporan dan manajemen
pemasok (lihat butir g di bawah). POCG memiliki beberapa kelompok kerja, termasuk satu kelompok kerja
di bidang ‘masalah sosial' yang saat ini tengah mengembangkan pedoman inti untuk anggota tentang uji
tuntas HAM, termasuk dalam kaitannya dengan hak atas tanah. RSPO juga telah membentuk kelompok
kerja ‘tanggung jawab bersama’' untuk mendorong para pengolah, pembeli dan pedagang minyak sawit
untuk bekerja sama untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap standar yang saat ini berlaku untuk
petani RSPO.?%8 Di tahun 2020, Consumer Goods Forum (CGF) dan anggotanya telah membentuk koalisi
untuk aksi kolektif yang saat ini tengah mengembangkan ‘peta jalan’ komoditas bersama untuk minyak
sawit, kedelai, kertas dan bubur kertas.?®® CGF juga telah membentuk koalisi untuk aksi HAM untuk
pengembangan sistem uji tuntas HAM yang diperkuat di antara anggota CGF. Fokus awalnya adalah
pada kerja paksa, tetapi koalisi ini bertujuan untuk memperluas kerjanya pada hak atas tanah, FPIC dan
uji tuntas HAM yang lebih luas di masa depan seiring dengan pembentukan kelompok kerja ‘pembela hak
atas tanah dan HAM' pada tahun 2021.7%° Inisiatif kolektif peritel dan perusahaan hilir yang mendukung
HAM, persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan serta transparansi rantai pasok juga telah
dibentuk di berbagai negara konsumen, termasuk Palm Oil Transparency Coalition (POTC) di Inggris,
meskipun sistem yang kokoh untuk memverifikasi kepatuhan rantai pasok terhadap standar HAM dan
lingkungan masih belum ada (lihat, misalnya, temuan FPP di Bagian Il studi ini).?'

7. Pemantauan, verifikasi dan pelaporan: Beberapa perusahaan kini melaporkan perlakuan mereka
terhadap masalah sosial dan lingkungan melalui kerangka kerja pelaporan CSR sukarela yang
disepakati seperti Global Reporting Initiative (GRI).?°> Beberapa di antaranya tengah berupaya
mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif tentang kinerja sosial dan lingkungan, termasuk
dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap hak pekerja, hak atas tanah dan FPIC oleh pemasok
hulu. Salah satu contohnya adalah Kerangka Pelaporan Pelaksanaan Tanpa Deforestasi, Tanpa
Gambut dan Tanpa Eksploitasi (NDPE IRF) untuk minyak sawit yang sedang diuji oleh POCG (lihat
butir f di atas). IRF berupaya mengklasifikasikan pabrik pemasok dalam lima kategori sesuai dengan
kepatuhan NDPE dan ketersediaan informasi, termasuk kategori tidak patuh yang membutuhkan
‘tindakan'. Perusahaan yang berpartisipasi antara lain AAK, BASF, Bunge, Cargill, COFCO, GAR, General
Mills, IKEA, ISF, Kellogg, Mars, McDonalds, Mewah, Mondelez, Nestle, PepsiCo, Sime Darby, Unilever,
dan Wilmar.?%® Contoh lainnya adalah sistem Palm Qil Innovation Group (POIG) untuk verifikasi yang
diadopsi tahun 2019. Namun, hingga saat ini, hanya Musim Mas yang telah memverifikasi kegiatannya
sendiri, sementara beberapa perkebunan masih belum disertifikasi dan tidak memiliki izin penggunaan
lahan yang sah. Laporan verifikasi anggota POIG lainnya tidak lengkap atau kedaluwarsa (misalnya
Daabon).?%* Kredibilitas dan kegunaan inisiatif pemantauan dan pelaporan rantai pasok yang tengah
berkembang ini masih belum terbukti. Sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan
percontohan, dan sangat bergantung pada kerangka kerja pelaporan mandiri yang cacat. Perjanjian
IRF tentang sistem verifikasi independen untuk memvalidasi apakah suatu pabrik digolongkan sebagai
‘patuh’ atau ‘tidak patuh’ masih dalam pembahasan pada tahun 2021. NGO yang terlibat dalam inisiatif-
inisiatif ini, termasuk FPP dan RAN, menekankan bahwa tanpa metode yang kuat, transparan dan
kredibel untuk verifikasi independen atas kepatuhan terhadap semua persyaratan kebijakan NDPE,
termasuk verifikasi pemenuhan hak atas tanah dan FPIC, pendekatan-pendekatan pelaporan semacam
itu berisiko menghasilkan kesalahan informasi yang dapat menghalangi bukannya membantu uji
tuntas rantai pasok.
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8. Pedoman manajemen rantai pasok: Berbagai macam standar sertifikasi dan banyaknya
perusahaan yang masih belum menjadi anggota skema-skema tersebut juga telah membuat
perusahaan-perusahaan dan CSO di bawah Accountability Framework Initiative (AFi) untuk
mengembangkan standar meta untuk rantai pasok “etis” atau berkelanjutan (lihat Kotak —
sisipan). Pedoman ini menerapkan pendekatan terpadu dari uji tuntas HAM dan lingkungan
dengan kebijakan operasional dan memberikan panduan tematik kepada perusahaan tentang
cara menyiapkan kerangka kerja tata kelola lingkungan dan sosial yang efektif untuk perusahaan,
rantai pasok, dan kemitraan bisnis mereka. Pedoman khusus diberikan terkait dengan hak-hak
masyarakat adat,?®® FPIC?% dan manajemen rantai pasok.?®” Dalam banyak inisiatif ini, termasuk
AFi, pedoman bisnis dan HAM telah disusun melalui berbagai kelompok multipihak yang
melibatkan baik NGO maupun perusahaan.?®

9. Penyederhanaan rantai pasok: Beberapa perusahaan hilir besar kini mulai mengadopsi strategi
yang jelas untuk menyederhanakan basis pasokan mereka untuk memungkinkan uji tuntas dan
kontrol yang lebih efektif atas kepatuhan pemasok terhadap standar HAM dan lingkungan.
Perusahaan-perusahaan ini mengatakan bahwa dengan berfokus pada sejumlah pemasok
Tingkat 1 tertentu, kompleksitas dapat dikurangi dan perhatian yang lebih rinci dapat diberikan
kepada pemasok pihak ketiga dan pelaksanaan verifikasi mereka. Mars, misalnya, telah berupaya
meningkatkan visibilitas dan menyempurnakan uji tuntas pada rantai pasok minyak sawitnya
dengan memangkas jumlah pabrik pemasoknya menjadi kurang dari 100 dari 1.500 sebelumnya,
dan berencana untuk menguranginya menjadi hanya 50 pada tahun 2022.7%° Penyederhanaan
basis pemasok perusahaan mungkin menawarkan keterlacakan dan pengungkitan yang lebih
besar pada pemasok dan dapat memungkinkan akuntabilitas rantai pasok yang lebih baik, tetapi
pendekatan ini membawa bahaya moral jika perusahaan hilir mengusulkan untuk melepaskan
pemasok berkinerja buruk yang ada saat ini yang terkait dengan pelanggaran HAM di masa
lalu atau saat ini (lihat Bagian Il dan Bagian Ill.). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi
paparan terhadap deforestasi dan risiko lainnya dengan mengkonsolidasikan pemasok dengan
lahan perkebunan yang sudah siap panen, tetapi bukan tanpa risiko karena banyak bank tanah di
Indonesia didapatkan tanpa persetujuan dari Masyarakat Adat dan masyarakat yang terdampak
serta kerusakan sosial terus berlanjut, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran hak tenaga
kerja terus berlangsung.

B. Tanggapan Negara dan Antarpemerintah

Banyak pedoman tentang uji tuntas rantai pasok dan perilaku bisnis dan investasi yang bertanggung
jawab serta produksi komoditas yang berkelanjutan telah dikembangkan oleh badan antarpemerintah
untuk digunakan pemerintah dan sektor swasta.

B.1. Peraturan dan pedoman internasional

Pada tahun 2011 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengesahkan Prinsip-
Prinsip Pemandu Bisnis dan HAM (UNGP).?"° Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh negara-negara
untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan HAM tahun 2011 melalui Rencana Aksi
Nasional (RAN).?"" Negara-negara yang tergabung dalam G7 telah meminta perusahaan yang berdomisili
di negara mereka untuk “... melaksanakan prosedur uji tuntas mengenai rantai pasok mereka.”?’? Pada
tahun 2020, Dewan HAM PBB dan Kelompok Kerja PBB mulai mengembangkan pedoman tanggung
jawab perusahaan untuk menghormati HAM dalam kaitannya dengan pembela HAM.?"

Pada tahun 2012, Komite PBB untuk Ketahanan Pangan Dunia (CFS) mengadopsi standar soft law
yang komprehensif tentang tata kelola tenurial lahan,?* yang sekarang mengandalkan seperangkat
pedoman implementasi FAO terkait untuk pelaku negara, perusahaan dan investor, termasuk dalam
kaitannya dengan FPIC, masyarakat adat dan hak atas tanah kolektif,>’® dan investasi berbasis
lahan.?’® OECD telah mengeluarkan pedoman uji tuntas HAM dan lingkungan untuk bisnis?’’ serta
panduan khusus untuk investor.?”® Pedoman OECD-FAO juga telah dikembangkan untuk rantai
pasok pertanian?”® dan untuk rantai pasok mineral yang berkaitan dengan daerah-daerah konflik.?
Pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip internasional tentang penanganan risiko terkait satuan
pengamanan dan kelompok paramiliter juga telah dikembangkan melalui inisiatif multipihak, seperti
Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM (Voluntary Principles on Security and Human Rights).?®
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Seperti disebutkan dalam bagian A di atas, banyak perusahaan telah membuat janji khusus
untuk menegakkan UNGP, pedoman OECD dan instrumen soft law lainnya seperti pedoman
sukarela FAO tentang tata kelola tenurial (VGGT) dan UNDRIP, yang terkadang dirujuk dalam
kebijakan HAM dan pengambilan pasokan dan prosedur penerapannya. Namun, meski beberapa
perusahaan menerbitkan laporan HAM tahunan, laporan mereka bersifat deskriptif, mungkin
hanya menyebutkan beberapa tindakan andalan tanpa mengungkapkan informasi tentang uji
tuntas terkait kegiatan perusahaan, mitra bisnis, rantai pasok dan wilayah geografis tertentu, dan
tidak mengungkapkan tindakan yang diambil untuk menangani dampak dan risiko spesifik yang
teridentifikasi. Ini semua adalah kekurangan yang serius dalam akuntabilitas dan transparansi
bisnis yang melanggar UNGP dan kerangka kerja pelaporannya,?®” dan tidak selaras dengan VGGT.
Standar-standar lain yang berlaku tentang transparansi bisnis tidak dipublikasikan kepada umum
(lihat Bagian I1).

B.2 Transparansi dan inisiatif-inisiatif pengungkapan

Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil serta lembaga keuangan telah membentuk
beberapa inisiatif untuk mendorong transparansi dalam rantai pasok global yang berkaitan dengan
aliran keuangan internasional. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) menetapkan standar
global persyaratan bagi pemerintah dan industri dalam mengungkapkan kontrak, perjanjian
konsesi, sumber pendanaan, dan pembagian keuntungan dalam rantai nilai komoditas industri
ekstraktif.?® Proses tersebut telah membuka beberapa ruang penting bagi pemegang hak di
tingkat negara meskipun kapasitasnya untuk memungkinkan tindakan perbaikan dan reformasi
sektor dibatasi oleh fokus utamanya pada pelaporan dan pengungkapan (bukan pada ganti rugi
dan tindakan perbaikan). Baru-baru ini, NGO dan badan-badan antarpemerintah dan beberapa
perusahaan telah membentuk Satuan Tugas Pengungkapan Terkait Iklim (Task Force on Climate-
related Disclosures/TCFD), dan Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Alam (Taskforce on
Nature-related Financial Disclosures/TFND) untuk mendorong pelaporan perusahaan dan lembaga
keuangan tentang jejak iklim dan lingkungan bisnis dan investasi keuangan mereka.?®* Inggris,
Prancis, Swiss, Belanda, Peru, Meksiko, Argentina dan Kenya adalah negara-negara anggota,
sementara anggota PBB meliputi UNEP, UNDP, GEF, dan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman
Hayati (CBD). Bank-bank publik seperti IFC dan EIB juga terlibat selain bank-bank swasta dan
pemodal seperti Credit Suisse, Danske Bank, PNB Paribas, HSBC, RaboBank, Standard Chartered,
Wells Fargo Asset Management, dan lain-lain. Inisiatif-inisiatif transparansi global ini utamanya
difokuskan pada pelaporan lingkungan. Di tahun 2021 masih belum jelas bagaimana atau apakah
inisiatif-inisiatif ini akan mendorong pengungkapan perusahaan tentang dampak bisnis terhadap
masyarakat dan HAM beserta dampaknya terhadap ‘alam’.

B.3 Program-program percontohan yurisdiksi di negara-negara produsen

Sejumlah inisiatif multipihak mengenai rantai pasok berkelanjutan dan nol deforestasi, termasuk
Tropical Forest Alliance (TFA)?® dan skema sertifikasi minyak sawit RSPO, telah mendukung apa
yang disebut pendekatan yurisdiksi untuk produksi dan pengambilan pasokan komoditas lestari.?®
Beberapa skema percontohan untuk minyak sawit telah dibentuk di tingkat regional di Malaysia,
Indonesia dan Ekuador, sementara komoditas lain termasuk daging sapi dan kedelai menjadi
fokus skema serupa di Kolombia (Caquetd) dan Brasil (Mato Grosso). Di bawah skema-skema ini,
selain perusahaan dan masyarakat sipil, pemerintah setempat dan pemerintah nasional adalah
pelaku kunci. Standar keberlanjutan menjadi norma undang-undang yang harus dipatuhi oleh
semua produsen dalam suatu wilayah hukum dan administratif dan negara merupakan bagian dari
kerangka kerja untuk memungkinkan dan menegakkan kepatuhan. Studi kasus FPP menunjukkan
bahwa salah satu dari skema ini masih dalam tahap awal dan potensinya untuk produksi
berkelanjutan yang murni dan akuntabilitas produsen dan pelaku rantai pasok kepada masyarakat
yang terkena dampak dan pemegang hak belum terlihat.

Indikasi awal menunjukkan bahwa tata kelola skema semacam itu harus melibatkan kelompok
pemegang hak jika sasarannya adalah untuk mewujudkan reformasi yang progresif. Selain itu,
efektivitas skema tersebut membutuhkan penerapan pendekatan berbasis HAM, verifikasi yang
benar-benar independen dan mekanisme pengaduan dalam hubungannya dengan mekanisme
kepatuhan dan penegakan hukum yang kredibel untuk menangani ‘pembonceng’ dan ‘pencucian’
barang-barang yang tidak sesuai standar.?8’
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B.4 Langkah-langkah hukum dan regulasi hukum uji tuntas di negara-negara konsumen

Meskipun pedoman UNGP dan OECD menetapkan prinsip-prinsip penting bagi pelaku bisnis

dan negara, organisasi keadilan korporat, pembela HAM dan organisasi masyarakat adat telah
menegaskan kekurangan-kekurangan dari berbagai kerangka kerja sukarela. Badan-badan HAM
internasional juga telah menunjukkan kekurangan dari pendekatan sukarela untuk perilaku
perusahaan (lihat juga Bagian 1).28 Selain menyerukan adanya undang-undang nasional yang
kuat, gerakan keadilan korporat telah lama menuntut perjanjian internasional tentang bisnis dan
HAM yang mengikat. Dengan dukungan resmi dari beberapa negara produsen termasuk Ekuador,
PBB mengeluarkan Resolusi untuk mulai bekerja membuat perjanjian mengikat pada tahun 2014
dan sejak itu Kelompok Kerja Antarpemerintah Terbuka (OEIGWG) untuk elaborasi Instrumen Hukum
Internasional yang Mengikat pada Perusahaan Transnasional dan Badan Usaha lain berkenaan dengan
HAM telah melakukan beberapa pertemuan, dan sekarang sudah ada draf teks perundingan.
Kemajuan kerja ini berjalan lambat, dan negara-negara konsumen seperti Inggris telah berulang
kali mempertanyakan prosesnya, sementara UE masih belum memiliki mandat formal untuk
melakukan perundingan mengenai detail instrumen hukum internasional tersebut.?®

Draf kerja kedua perjanjian PBB tentang bisnis dan HAM (dirilis pada tahun 2020) berisi rancangan
ketentuan yang akan mewajibkan perusahaan transnasional untuk melakukan uji tuntas

HAM untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak dan risiko HAM. Perjanjian ini juga
mengusulkan persyaratan untuk mewajibkan bisnis mengambil langkah-langkah untuk mencegah
dan mengurangi dampak dan risiko merugikan, memantau keefektifan tindakan yang diambil,

dan melaporkan kepada publik tentang bagaimana bisnis akan mengatasi kerugian/kerusakan

dan memberikan tindakan perbaikan jika diperlukan. Draf saat ini juga berisi ketentuan yang
memungkinkan kasus hukum diajukan oleh masyarakat yang dirugikan dan korban di yurisdiksi
yang berbeda. Mengingat potensinya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan, kemungkinan
proses penyusunan perjanjian ini akan diperpanjang. Sementara itu, masyarakat sipil dan gerakan
sosial terus menekan pemerintah dan blok perdagangan seperti UE untuk mendukung proses ini dan
mendukung pengadopsian instrumen yang kuat. Salah satu kelemahan potensial dari perjanjian ini
dengan rumusannya saat ini adalah keterbatasan ruang lingkupnya untuk perusahaan transnasional,
yang berpotensi membuka celah hukum yang besar bagi perusahaan domestik di negara produsen
yang terkait dengan pelanggaran HAM dan yang menyediakan komoditas untuk rantai pasok global.
Celah lain termasuk apa yang tampak seperti akses investor tanpa batasan hukum atau peraturan
ke arbitrase internasional melalui ketentuan Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS dan

ICS) yang ditemukan dalam ribuan perjanjian perdagangan dan investasi, yang terus menggerogoti
akuntabilitas perusahaan dan dapat memungkinkan investor untuk menghalangi kemajuan undang-
undang nasional dan kebijakan publik di bidang HAM dan lingkungan.??°

Menanggapi tuntutan publik akan regulasi wajib, beberapa negara telah atau tengah
mengembangkan instrumen hukum untuk menetapkan kewajiban uji tuntas perusahaan. Ruang
lingkup dari undang-undang awal cenderung berfokus pada hak-hak tenaga kerja.?°" Inggris
mengadopsi Undang-Undang Perbudakan Modern pada tahun 2015 yang mewajibkan perusahaan
Inggris untuk melaporkan setiap tahun tindakan yang diambil untuk menghapus perbudakan

dari kegiatan bisnis mereka. Prancis mengadopsi Undang-undang Kewajiban Kewaspadaan

(Duty of Vigilance Law) pada tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan besar Prancis untuk
mengidentifikasi dan ‘'memetakan’ risiko dalam rantai pasok mereka dan mengembangkan
rencana aksi untuk mencegah dan mengurangi kerugian/kerusakan.?®? Belanda mengadopsi
Undang-Undang Uji Tuntas Pekerja Anak pada tahun 2019, yang mulai diberlakukan pada tahun
2022. Sarjana hukum telah menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam instrumen-instrumen ini,
terutama dalam kaitannya dengan ruang lingkup mereka, kejelasan tentang kewajiban perusahaan
dan kerangka kerja yang lemah untuk tanggung jawab.?%®

Pada tahun 2020-21 momentum untuk peraturan perundang-undangan perusahaan dan komoditas
bermasalah telah meningkat pesat di mana beberapa perusahaan besar dan investor internasional
ikut menyerukan aturan uji tuntas wajib untuk “menyamakan kedudukan/kesetaraan”.?%* Di

bulan Maret 2020, misalnya, sebuah kelompok multipihak dari pakar perilaku perusahaan dan
lingkungan mengeluarkan panduan kepada pemerintah Inggris di bawah Inisiatif Sumber Daya
Global-nya (GRI) yang menyerukan langkah-langkah mendesak untuk membuat peraturan
perundang-undangan yang mewajibkan uji tuntas HAM dan lingkungan terpadu pada perusahaan
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Inggris dan sektor keuangan untuk menanggulangi jejak komoditas Inggris di luar negeri. Secara
khusus, GRI merekomendasikan agar “... Inggris “segera memperkenalkan" kewajiban mandatoris
kepada perusahaan yang bergerak di bidang komoditas yang berisiko terhadap hutan, yang akan
mewajibkan mereka “... untuk menganalisis keberadaan risiko dan dampak lingkungan dan HAM
dalam rantai pasok mereka, mengambil tindakan untuk mencegah atau mengurangi risiko tersebut,
dan melaporkan kepada publik tindakan yang diambil dan direncanakan.”?%

B.4.1 Langkah-langkah regulasi sisi permintaan: Pada bulan April, Direktorat Kehakiman Komisi
Eropa (EC) mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan undang-undang pada tahun 2027
yang akan mewajibkan perusahaan UE untuk melakukan uji tuntas HAM.?%¢ Di tahun 2019 EC juga
merilis komunikasi tentang hutan yang memandatkan EC untuk menjajaki opsi-opsi peraturan
untuk uji tuntas rantai pasok bagi ‘komoditas yang berisiko terhadap hutan'. Di bulan Oktober 2020,
Parlemen Eropa merekomendasikan agar perancang hukum EC memastikan agar ada langkah-
langkah yang menetapkan kewajiban perusahaan akan gabungan uji tuntas lingkungan dan HAM,
termasuk menetapkan kewajiban untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat dalam komoditas
pertanian impor yang mungkin terkait dengan deforestasi dan penyalahgunaan hak.?¥’

Di Amerika Serikat juga terdapat beberapa proses yang sedang berlangsung dengan tujuan
meregulasi akuntabilitas perusahaan dan deforestasi dalam rantai pasok. Sebuah draf Undang-
Undang Penilaian, Pencegahan, dan Mitigasi Risiko HAM Perusahaan diperkenalkan ke Kongres
AS pada Juli 2019. Undang-undang ini akan mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan
penilaian tahunan atas risiko dan dampak HAM dalam kegiatan mereka dan di seluruh rantai

nilai mereka dan melaporkan tindakan untuk menghindari, mengurangi atau memperbaiki risiko
atau dampak yang teridentifikasi.?®® Selain itu, gerakan organisasi-organisasi yang bekerja

diisu akuntabilitas perusahaan tengah berupaya membuat sebuah model undang-undang

untuk mencegah pelanggaran HAM oleh perusahaan di seluruh rantai pasok perusahaan dan
memandatkan uji tuntas HAM pada struktur Undang-Undang Praktik Korupsi Asing. Draf RUU yang
ada memuat ketentuan untuk pertanggungjawaban dan sebuah kerangka kerja penegakan khusus
dan kemungkinan akan diperkenalkan ke Kongres pada tahun 2021.

Draf RUU lainnya mengusulkan larangan hukum pada sejumlah komoditas yang berisiko terhadap
hutan yang telah diidentifikasi untuk mencegah akses ke pasar AS jika diproduksi di lahan yang
dideforestasi secara ilegal. RUU ini akan bekerja bersama-sama Undang-Undang Tarif AS tahun
1930, yang memberi kuasa pada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS untuk mengecualikan
seluruh kategori produk dari pasar AS. RUU ini juga mungkin memuat mekanisme keluhan pihak
ketiga untuk pihak yang dirugikan di negara produsen.?®® Sementara itu, negara bagian California
dan New York mengusulkan adopsi tindakan pembelian bebas deforestasi negara bagian untuk uji
tuntas dalam pengadaan publik produk berbasis kayu dan kayu.

Di bulan November 2020, Inggris menerbitkan rancangan undang-undang yang menetapkan
persyaratan wajib pada bisnis Inggris yang melarang impor komoditas yang mengandung deforestasi
dan konversi lahan ilegal. Sayangnya, keefektifan undang-undang yang diusulkan ini diragukan karena
tidak mengambil rekomendasi GRI yang mewajibkan bisnis Inggris untuk melakukan uji tuntas sosial
dan lingkungan terpadu, tidak memberlakukannya untuk industri keuangan dan hanya mensyaratkan
kepatuhan status quo dengan undang-undang nasional di negara produsen (yang memang harus
mereka lakukan).®®® Ada juga kekhawatiran yang absah bahwa hukum Inggris dengan rumusannya
saat ini mungkin menciptakan insentif yang merugikan bagi negara produsen untuk menurunkan
standar peraturan hukum tentang konversi lahan untuk memungkinkan deforestasi yang ‘legal.

NGO dan masyarakat adat terus mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional dan standar
keberlanjutan tentang hak atas tanah dan FPIC di awal tahun 2021. Meskipun mungkin ada ruang
untuk beberapa rujukan ke persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam undang-
undang sekunder, persyaratan Inggris bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum HAM
internasional di bawah hukumnya sayangnya tampak tidak dimungkinkan.

Mengingat kurangnya perlindungan yang memadai dalam alokasi lahan nasional dan undang-
undang lingkungan, masyarakat adat dan pembela HAM di negara-negara produsen telah
menekankan bahwa penting agar langkah-langkah peraturan mandatoris memiliki perlindungan
yang jelas untuk hak atas tanah adat dan mata pencaharian. Untuk alasan ini, masyarakat
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adat dan organisasi keadilan korporat meminta pembuat hukum di Inggris, UE dan AS untuk
memastikan agar undang-undang tata kelola perusahaan dan uji tuntas rantai pasok menerapkan
perlindungan dan tindak perbaikan yang jelas untuk HAM, termasuk hak kolektif dan hak tenurial
adat sejalan dengan hukum internasional dan standar keberlanjutan .3

Sementara itu, pemegang hak yang terdampak, korban pelanggaran perusahaan di negara-negara
produsen dan organisasi HAM yang bersekutu di negara-negara di mana bisnis transnasional
berdomisili terus membawa perkara-perkara tort (salah tetapi bukan tindak kriminal dan bisa
diselesaikan di pengadilan tata usaha) dengan kemajuan berbeda-beda di Pengadilan Inggris

dan Belanda. Perkara-perkara ini telah menegaskan bahwa dalam beberapa kasus perusahaan
memang memiliki kewajiban untuk menangani kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh anak
perusahaan dan rantai pasok mereka di luar negeri,*®> meskipun putusan yang tepat tentang ruang
lingkup tanggung jawab perusahaan sebagian besar masih belum diputuskan. Bulan Januari 2021,
misalnya, putusan Pengadilan Banding Belanda di Den Haag dalam kasus antara empat petani Nigeria
dan dan Milieudefensie melawan Shell memutuskan bahwa perusahaan induk memiliki kewajiban
untuk memperhatikan pemegang hak asing yang meminta ganti rugi kerugian.®® Ini semua adalah
kemenangan hukum yang penting untuk kasus akuntabilitas perusahaan. Seperti disebutkan di
atas, para pembela HAM, masyarakat adat dan gerakan sosial terus menuntut agar instrumen
hukum baru tentang perilaku perusahaan dan uji tuntas memperluas cakupan tanggung jawab lebih
jauh, untuk meminta perusahaan induk dan bisnis transnasional bertanggung jawab atas kerugian
terhadap spektrum penuh HAM, termasuk pelanggaran tenurial dan hak milik masyarakat.?%4

B.4.2. Campuran yang Cerdas dan Langkah-langkah Sisi Penawaran: Inisiatif multipihak dan inisiatif
masyarakat sipil semakin menekankan perlunya menerapkan campuran pendekatan hukum dan
nonhukum untuk akuntabilitas perusahaan dan reformasi rantai pasok. Pendekatan ini mendukung
penerapan peraturan nasional dan internasional dalam hukum dan perjanjian perdagangan internasional
serta tindakan nonhukum, seperti ‘kemitraan’ bilateral antara negara pengimpor dan pengekspor untuk
mendorong reformasi produksi dan tata kelola perdagangan. Isi persis dari pendekatan campuran

ini dan tolok ukur mana untuk akuntabilitas dan produksi berkelanjutan yang akan diterapkan terkait
standar nasional dan internasional, meskipun demikian, masih belum ditetapkan.®®®

Di tahun 2021, proposal untuk ‘kemitraan hutan’ dengan negara produsen tengah dijajaki

oleh UE di bawah Direktorat Jenderal Komisi Eropa untuk Kemitraan Internasional (DG-INPA,
sebelumnya DEVCO).%% Sementara itu, pemerintah Inggris dengan bantuan Hutan Tropis Alliance
(TFA) mengadakan serangkaian Dialog Hutan, Pertanian, dan Perdagangan Komoditas (FACT)
antarpemerintah menjelang COP26 UNFCCC, di mana pendekatan 'kemitraan’ sisi penawaran
untuk produksi komoditas lestari yang bebas dari deforestasi merupakan tema yang menonjol.3%
Fokus dialog-dialog ini adalah produksi dan perdagangan daging sapi, kedelai, kopi, kakao, dan
minyak sawit. Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dirujuk dalam dialog FACT,
pembahasan tentang komoditas yang bebas dari pelanggaran HAM dan perampasan tanah sejauh
ini masih belum menonjol dalam masukan awal pemerintah untuk proses ini. Sebaliknya, fokusnya
adalah pada nol deforestasi dan penciptaan dan pertumbuhan ‘produksi berkelanjutan’ (termasuk di
kalangan petani plasma) dan pasar ‘hijau’ global untuk jasa lingkungan dan ‘solusi berbasis alam!
Pada awal tahun 2021 masih belum jelas bagaimana Dialog multipihak terkait ini yang dipimpin
TFA dan yang melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sipil akan mempengaruhi diskusi FACT
antarpemerintah, atau bagaimana masukan dari pemegang hak akan dibahas dalam proposal
formal, janji atau inisiatif yang akan diumumkan oleh pemerintah dalam COP26.

Seperti yang direkomendasikan di Bagian IlI, agar efektif, inisiatif sisi penawaran dan ‘kemitraan’
untuk produksi berkelanjutan harus mengembangkan dan menerapkan kontrol hukum yang diperkuat
pada bisnis dan pemerintah tuan rumah di negara produsen dan memungkinkan reformasi tata
kelola tenurial yang mengakui hak adat atas tanah. Untuk memastikan perdagangan berkelanjutan
yang sejati, intervensi semacam itu perlu menerapkan pendekatan berbasis HAM, lingkungan dan
agro-ekologi terpadu yang diperkuat oleh kerangka kerja yang efektif untuk pemantauan, penegakan
dan ganti rugi. Di saat yang sama, transformasi dalam kebijakan agraria yang menjauhi industri
monokultur dan model pertumbuhan ekonomi konvensional menuju dukungan untuk beragam
kondisi ekonomi mapan dan sistem pangan dan pertanian masyarakat setempat diperlukan untuk
‘membangun kembali' ekonomi dan masyarakat yang tangguh setelah pandemi 2020-21 (Bagian I).
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Lampiran Il: Akronim dan Singkatan

AALI Astra Agro Lestari Group
ACOP Annual Communication of Progress (laporan anggota RSPO)
AFi Accountability Framework Initiative
ADM Archer Daniels Midland
BRIMOB Brigade Mobil
CcDC Commonwealth Development Corporation (CDC)
CGF Consumer Goods Forum (Forum Barang Konsumen)
CIFOR Center for International Forestry Research
CSR Corporate social responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
EJA Environmental Justice Atlas (Atlas Keadilan Lingkungan)
DD Due diligence (Uji Tuntas)
DG-INTPA Directorate General for International Partnerships (European Commission)
ESG Environmental and social governance (Tata Kelola Lingkungan dan Sosial)
FACT Forest, Agriculture and Commaodity Trade Dialogues
FPIC Free, prior, and informed consent
FPP Forest Peoples Programme
GAR Golden Agri-Resources
GRI Global Resource Initiative (UK)
GRI Global Reporting Initiative (Netherlands)
HCSA High Carbon Stock Approach (Stok Karbon Tinggi)
HCV High Conservation Value (Nilai Konservasi Tinggi)
HGU Hak Guna Usaha
HRD Human Rights Defender (Pejuang Hak Asasi Manusia)
HRIA Human rights impact assessment (Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia)
ICOF Inter-Continental Oils and Fats (Musim Mas Group)
ICS Investment court system (Sistem Pengadilan Investasi)
IFC International Finance Corporation (Kelompok Bank Dunia)
ISDS Investor-state dispute settlement (Penyelesaian sengketa investor-negara)
ISEAL International Social and Environmental Accreditation and Labelling
ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil
KKI WARSI Komunitas Konservasi Indonesia
KKPA Kredit Koperasi Primer Anggota
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
mHREDD Mandatory human rights and environmental due diligence (uji tuntas HAM dan lingkungan wajib)
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group
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NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation (Tidak Deforestasi, Tidak Gambut, Tidak Eskploitasi)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PO Palm oil (Minyak Sawit)
POCG Palm Qil Collaboration Group (Kelompok Kolaborasi Minyak Sawit)
POIG Palm Oil Innovation Group (Kelompok Inovasi Minyak Sawit)
POTC Palm Qil Transparency Coalition (Koalisi Transparansi Minyak Sawit)
RAN Rainforest Action Network
RBC Responsible Business Conduct (Perilaku Bisnis Bertanggung Jawab)
RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil
SPKS Serikat Petani Kelapa Sawit
SLAPP Strategic Lawsuits Against Public Participation (Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik)
SOP Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar)
SPOTT Sustainability Policy Transparency Toolkit (Perangkat Transparansi Kebijakan Keberlanjutan)
TCFD Task Force on Climate-related Disclosures (Gugus Tugas tentang Pengungkapan terkait Iklim)
TFA Tropical Forest Alliance (Aliansi Hutan Tropis)
TEND Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Gugus Tugas tentang Pengungkapan
Finansial terkait Alam)
UML Universal Mill List (Daftar Pabrik Universal)
UNDRIP UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat)
UNGP UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM)
UN United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and

VGGT Forests (FAO and Committee on World Food Security) (Pedoman Sukarela tentag Tata
Kelola Bertanggung Jawab Pertanahan, Perikanan dan Kehutanan (FAO dan Komite tentang
Ketahanan Pangan Dunia)

WALHI Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Friends of the Earth Indonesia)
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bertanggung jawab sebelumnya memiliki komitmen yang jelas pada nol toleransi terhadap perampasan tanah, yang
tampaknya tidak lagi jelas dinyatakan dalam kebijakan P&N (Masyarakat dan Alam) Unilever yang baru. Memang ada
beberapa rujukan ke orang adat (bukan masyarakat adat), tetapi tanpa SOP.

Ada penyebutan “protokol uji tuntas” dalam laporan kemajuan minyak sawit tahun 2019 Cargill, tetapi rinciannya tidak ada.
Kode etik pemasok Cargill tidak mewajibkan pemasok langsung Tingkat 1 untuk memastikan kepatuhan dengan
pemasok sendiri (hanya ‘mendorong’) (bandingkan https:/www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct )

Lihat inisiatif percontohan HRIA dengan Insitut Hak Asasi Manusia Denmark, terutama mengenai hak tenaga

kerja https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social
responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf

https:/www.nestle.com/csv/impact/respecting-human-rights
https:/www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-
sourcing-standard-english.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/creating-shared-value-nestle-no-deforestation-commitment.pdf
Nestlé memiliki ‘dasbor transparansi' tetapi tidak seperti pelaku hilir besar lain tidak ada database yang dapat ditelusuri
lewat kata kunci atau catatan terorganisir tentang pengaduan dan kasus-kasus keluhan https://www.nestle.com/csv,
raw-materials/palm-oil/palm-oil-transparency-dashboard
https://www.nestle.be/sites/g/files/pydnoa561/files/asset-library/documents/supplier%20code%20en.pdf
https:/www.nestle.co.uk/sites/qg/files/pydnoa461/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social
responsibility/nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf

Lihat penyebutan singkat tentang ‘program’ uji tuntas di https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-
policies/2019-pepsico-human-rights-report.pdf?sfvrsn=e428b396_4

Kode etik pemasok PepsiCo mewajibkan pemasok untuk mencegah tindak pembalasan terhadap pelapor pelanggaran
(whistle-blowers) — tetapi tidak ada kebijakan khusus yang ditujukan untuk pembela hak asasi manusia.

Sebuah kebijakan tanah sejak tahun 2014

PepsciCo memiliki kebijakan publik tentang akses ke dan penggunaan prosedur “mekanisme keluhan pertanian”
miliknya, tetapi perusahaan ini tidak menerbitkan catatan atau mencatat pengaduan atau masalah
https:.//www.wilmar-international.com/sustainability/supply-chain-transformation/supplier-group-compliance-(sgc)
Wilmar menangguhkan keanggotaan HCSA-nya di bulan April 2020, tetapi mengklaim kepada publik bahwa mereka
masih menerapkan standar-standar HCSA dalam rantai pasoknya - https:/www.wilmar-international.com/docs
default-source/default-document-library/sustainability/statement-—concerns-on-hcsa-governance_2apr20.pdf

GAR memiliki SOP publik tentang FPIC, Pemetaan Partisipatif, Resolusi Konflik, Penanganan Pengaduan dan

Keluhan, Prosedur Keluhan yang melibatkan Kode Etik Pemasok dan pihak ketiga: https://www.ran.org/wp-content,
uploads/2020/12/GAR-Response-to-RAN-040920_final.pdf

“Kami menggunakan Prinsip Pemandu PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk bagian Kebijakan Sosial dan Lingkungan
GAR tentang ‘Menghormati Hak Asasi Manusia” https.//www.goldenagri.com.sg/fair-labour-practices-palm-oil-industry;

SOP FPIC: https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/SOP_EPIC.pdf

Situs web GAR menyatakan bahwa “Kami juga ikut serta dalam beberapa platform pengungkapan termasuk CDP
(yang memasukkan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCED) dan elemen-elemen
dari Inisiatif Kerangka Kerja Akuntabilitas (Accountability Framework Initiative), SPOTT, ETSE4Good dan DJSI”

SOP untuk penanganan pengaduan dan keluhan https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/complaint-and-
grievance-handling
https:/goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf
https://www.smart-tbk.com/wp-content/uploads/2018/05/SMART-SUPPLIER-CODE-OF-CONDUCT _Final_-21-
October-2015.pdf

Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GSEP) diberlakukan pada anak-anak perusahaannya, seperti PT SMART. Dari
GSEP “Kami mengadopsi kebijakan ini untuk seluruh operasi minyak sawit hulu dan hilir yang kami miliki, kelola atau
berinvestasi, apa pun juga taruhannya." https:/goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and
Environmental_Policy-2.pdf

Tidak ada kebijakan HAM yang berdiri sendiri, tetapi HAM dirujuk dalam situs web dan dalam Kebijakan Keberlanjutan
dalam kaitannya dengan hak pekerja, masyarakat dan komunitas adat Lihat Kebijakan Minyak Berkelanjutan di sini:
http://www first-resources.com/upload/file/20150630/20150630105141_79375.pdf

UNGP dikutip hanya dalam kaitannya dengan hak-hak tenaga kerja

Ternyata adalah kebijakan pelapor pelanggaran (whistle-blower): http://www.first-resources.com/about.php?pc=governance
“Kami tidak menerima perampasan tanah apa pun atau penggusuran paksa masyarakat dan komunitas adat dari
tanah mereka": http://www first-resources.com/sustainability.php?pc=fpic

http:/www first-resources.com/sustainability. php?pc=grievance

Kebijakan Keberlanjutan tidak secara jelas menyentuh hak tenurial, tetapi hanya menyiratkannya: “Kami akan
menghormati hak perorangan, komunal dan adat dari masyarakat adat dan komunitas lokal” https:./www.astra-agro.
co.id/wp-content/uploads/2017/12/Sustainability-Policy-1.pdf

https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing

https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing/ Catatan: AALI memiliki mekanisme keluhan, tetapi tidak jelas
bagaimana keluhan bisa dilacak selain “Pemantauan implementasi dari rencana aksi akan dilakukan secara transparan
dan komunikatif” https://www.astra-agro.co.id/mekanisme-keluhan-edited
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https://www.cargill.com/about/supplier-code-of-conduct
https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-hria-white-paper.pdf
https://www.nestle.com/csv/impact/respecting-human-rights
https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/2020-03/creating-shared-value-nestle-no-deforestation-commitment.pdf
https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil/palm-oil-transparency-dashboard
https://www.nestle.com/csv/raw-materials/palm-oil/palm-oil-transparency-dashboard
https://www.nestle.be/sites/g/files/pydnoa561/files/asset-library/documents/supplier%20code%20en.pdf
https://www.nestle.co.uk/sites/g/files/pydnoa461/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf
https://www.nestle.co.uk/sites/g/files/pydnoa461/files/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-responsible-sourcing-guidelines.pdf
https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/2019-pepsico-human-rights-report.pdf?sfvrsn=e428b396_4
https://www.pepsico.com/docs/album/esg-topics-policies/2019-pepsico-human-rights-report.pdf?sfvrsn=e428b396_4
https://www.wilmar-international.com/sustainability/supply-chain-transformation/supplier-group-compliance-(sgc)
https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/statement---concerns-on-hcsa-governance_2apr20.pdf
https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/statement---concerns-on-hcsa-governance_2apr20.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/GAR-Response-to-RAN-040920_final.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/12/GAR-Response-to-RAN-040920_final.pdf
https://www.goldenagri.com.sg/fair-labour-practices-palm-oil-industry/
https://goldenagri.com.sg/pdfs/Sustainability/SOP_FPIC.pdf
https://www.cdp.net/en
https://www.fsb-tcfd.org/
https://accountability-framework.org/
https://www.spott.org/palm-oil/
https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good
https://www.spglobal.com/esg/csa/
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/complaint-and-grievance-handling
https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/complaint-and-grievance-handling
https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf
https://www.smart-tbk.com/wp-content/uploads/2018/05/SMART-SUPPLIER-CODE-OF-CONDUCT_Final_-21-October-2015.pdf
https://www.smart-tbk.com/wp-content/uploads/2018/05/SMART-SUPPLIER-CODE-OF-CONDUCT_Final_-21-October-2015.pdf
https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf
https://goldenagri.com.sg/wp-content/uploads/2016/09/GAR_Social_and_Environmental_Policy-2.pdf
http://www.first-resources.com/upload/file/20150630/20150630105141_79375.pdf
http://www.first-resources.com/about.php?pc=governance
http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=fpic
http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=grievance
https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2017/12/Sustainability-Policy-1.pdf
https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2017/12/Sustainability-Policy-1.pdf
https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing/
https://www.astra-agro.co.id/en/responsible-sourcing/
https://www.astra-agro.co.id/mekanisme-keluhan-edited/
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